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Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil

amri di antara kamu.

(QS. an-Nisa’: 59).
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/w/1987 tanggal 10 September

1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian

menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba b Be
g') -~ -
. Ta t Te
u N
- Sa s es (dengan titik di atas)
Jim j Je
C
Ha h ha (dengan titik di bawah)
C
. Kha kh ka dan ha
-
Dal d De
b
3 Zal yA zet (dengan titik di atas)
. Ra r Er
J
. Zak z Zet
J
Sin S Es
ud
. Syin sy es dan ye
J”
Sad s es (dengan titik di bawah)
e
s Dad d de (dengen titik di bawah)
L Ta t te (dengan titik di bawah)




5 Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain L koma terbalik ke atas
f"_ Gain g Ge
b Fa f | Ef
3 Qaf q . Ki
K Kaf k Ke
J Lam l E!
. Mim m Em

o Nun n En
P Wawn w We
. Ha h Ha
. Hamzah ‘ apostrof
P Ya y Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transiiterasinya sebagai berikut:

Tanda Narna Huruf latin Nama
— Kasrah 1 I
2 dammah u U
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Contoh: & - Kkataba b - yazhabu

P

Jud  -fa‘ala J — su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)
Vokal rangkap bahasa Arab yang lamnbangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya gabungan hurut, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
$-Z Fathah dan ya ai adani
9= Fathah dan au adanu
wawu
Contoh: _S - kaifa J}/‘b — haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
g LAl fathah dan alif a a dan garis di
atac ya atas
Goeee kasrah dan ya i 1dan garis di
4 atas
R damraah dan U u dan garis di
J = waw ] atas
Contoh:
JG - qala J:—g - qila
u‘"f rama J s - yaqilu
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4. Ta Marbutah
Transiiierasi untuk ta marbutah ada dua:
1) T a 1narbutah hidup
ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah
/M.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir kawnya ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakar: kata sandang a/, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

contoh:

Jub &1 1o, Raudah al-Atfal
55200l '| al-Madinah al-Munawwarah
ell Talhah

S. Syaddak (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalara sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huiuf, yaitu kuruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
L, - rabbana

J% - nazzala
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6. Kata Sgndang
Kata sandang dalam sistern tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaite J), namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandapg yang diikuti

huruf gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyivyah, kata sandang yang diikuti
oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
n diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti
kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti cleh huruf gamariyyah, ditransliterasikan sesuaj
‘dengan aturan yang digariskan di depan dan scsuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sambung atau hubung.

Contoh:
J:rjﬂ - ar-rajulu
oLl - al-galamu

7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun

itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal

kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.
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Contoh:

Hamzah di awal Jsi Akala
Harazah ditengah |, i.(; ta’khuziina
Hamzah di akhir ¢ an-nau’u

. Penulisan Kata

Pada dasarniya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka
dalam @slitemsi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa

dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan

kata ini dengan perkata.

Contoh:

o5l e 4b B 0l

T wa innalie_lha lahuwa khair ar-razigin

IR J.;Jl } 43 40 : fa aufu al-kaila wa al-mizan

7. Singkatan

SWT
SAW
QS
Cet.
dik.

hal

- Subhanahu wa ta’ala

- Sallallahu ‘ Alathi Wa Sallam

: Qur’ an Surat

: Cetakan

: Dan kawan-kawan

- Halaman
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ra.

HR.

K.H.

L.t

t.tp.

tp.

KUH Per :

: Radiyallahu ‘Anhu

: Hadis Riwayat

: Kyai Haji

: tanpa tahun

: tanpa tempat penerbit

: tanpa penerbit

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

: Kompilasi Hukum Islam

: Undang-Undang Perkawinan
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KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH

(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010)

M. Hikmatulloh
Hikmatulloh_m(@yahoo.co.id
Program studi al-ahwal al-Syahsyiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomo Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Kajian skripsi ini 1alah mengenai putusan mahkamah konstitusi nomor
46/PUU.VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar nikah. Masalah kedudukan
anak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokook-
pokok Perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai dengan 47. Pasal 42
mengatakan, anak yang sah ialah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai
akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah itu, ialah
perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang
Perkawinan. Menurut pasal 2 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan
yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,
serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian pasal 43 ayat (1) menyatakan, Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat dengan putusan Mahkamah
konstitusi mengenai hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ibu dan
bapaknya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dasar hukum
yang digunakan oleh hakim Mahkamah konstitusi, dan bagaimana
pertimbangan hukumnya yang digunakan oleh hakim Mahkamah konstitusi
dalam memutus perkara Nomor 46/PUU.VIII/2010.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dan ini termasuk
penelitian hukum bersifat yuridis normatif Maka metode yang digunakan
dalam pengumpulan data ini metode dokumentasi. Analisis yang digunakan
ialah analisis isi, kemudian analisis tersebut disimpulkan dengan metode
kerangka deduktif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan bersifat
umum kemudian disimpulkan yang bersifat khusus.

Dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara kedudukan anak di luar
nikah dalam perkara Nomor 46/PUU.VIII/2010, terhadap pembuktian
kedudukan anak dari perkawinan tersebut, Mahkamah Konstitusi menerapkan
alat bukti didasarkan pada pembuktian adanya hubungan perdata antara anak
dengan laki-laki sebagai ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah antara
anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak biologisnya.

Kata kunci : Kedudukan Anak, Anak luar Nikah, Putusan Mahkamah
Konstitust.

XX



\ '\.‘\J’,’ 4.(';1:4;,':

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH

(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VII1/2010)

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua
anak manusia yang berbeda jenis kelamin, sehingga menjadi suami istri. Salah
satu tujuan yang hendak dicapai oleh agama Islam dengan mensyariatkan
perkawinan, ialah lahirnya seorang anak sebagai pelanjut keturunan, bersih
keturunannya, jelas bapaknya dengan perkawinan ibunya.' Sebagaimana yang

telah difirmankan oleh Allah SWT di dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat 72

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri darn
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak darn cucu-
cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah
mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah "

Untuk dapat menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya,
dibutuhkan dua syarat; hubungan darah dan akad perkawinan yang sah.  Bila
hanya terdapat satu syarat, baik hubungan darah saja maupun akad perkawinan

yang sah saja, nasab tidak bisa dihubungkan diantara keduanya *

' Zakiah Daradjat. /lmu Figh jiid 2, (Yogyakarta - PT Dana Bhakti Wakaf, 1995).
him. 131 ‘

> Memed Humacdillah, Status Flukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknva.
(Jakarta: Gema Insani,2002), him. 44 :



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU.VIII/ 2010,
berdasarkan permohonan pengujian materi UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2
ayat 2 dan Pasal 43 yang dilakukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica
binti H. Mochtar Ibrahim, dan Muhammad Igbal Ramadhan bin Moerdiono
pada tanggal 14 Juni 2010 dengan Akta penerimaan berkas permohonan
Nomor 211/PAN.MK/2010 dan di Registrasi pada tanggal 23 Juni 2010 dengan
Nomor 46/PUU.VIII/2010, dengan alasan-alasan permohonan uji materi
Undang-undang Perkawinan.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung
pernikahan sirri antara pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H.
Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan
wali nikah Almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi,
masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman dengan
mahar berupa seperangkat alat sholat , uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu
set perhiasan emas dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan ooleh wali
tersebut dan qabul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.

Dari pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama
Muhammad Iqbal Ramadhan. Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama,
berakhir pada tahun 1998 dan Moerdiono tidak mengakui Igbal sebagai
anaknya.

Latar belakang putusan ini adalah anak yang dilahirkan mengalami

diskriminasi dan tidak mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan sebagai

3 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010



“anak” dari ayah dan keluarga ayahnya karena pernikahan ibunya tidak
dicatatkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 43 ayat 1 UU Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Anak yang lahir
diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya”.

Ketentuan ini menimbulkan kesan, seakan-akan kedudukan
perempuan dan si anak, tidak ada keadilan dan ;idak manusiawi. Hukum
perdata nasional kita memang tidak mengenal lembaga pengakuan dan
pengesahan anak. Hal ini merupakan dilema, sebab jika anak yang tidak sah
yang dilahirkan diluar perkawinan diberikan status hukum, maka seluruh
lembaga perkawinan akan berantakan.

Akibat pasal tersebut maka seorang anak yang dilahirkan dari
perkawinan yang tidak dicatatkan, maka tidak mempunyai hak atas statusnya
sebagai anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah berdasarkan hukum
agama. Meskipun anak tersebut lahir dari suatu perkawinan yang sah secara
agama. Padahal perkawinan semacam ini dianggap sah menurut pasal 2 ayat 1
UUP Nomor 1/1974 yang menyatakan “perkawinan sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.

Sedangkan anak sah menurut Figh ialah anak yang dilahirkan
sekurang-kurangnya dalam 6 bulan sesudah nikah atau 4 bulan 10 hari sesudah

. .4
kematian suami.

* Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan A gama dan Bidangnya,
(Jakarta : Sinar Grafika, 1996), him. 32.



Anak sah menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, adalah anak
yang dilahirkan dari perkawinan yang sah atau pembuahan suami istri yang
sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri. Sementara anak yang tidak sah,
adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Anak demikian hanya mempunyai
hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100)’

Ada tiga macam status anak yang diatur dalam hukum perdata yaitu (1)
anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan,
memperoleh suami sebagai bapaknya, diatur dalam pasal 250 KUH Perdata. (2)
anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak luar kawin, terlahirlah
hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya, sebagaimana diatur
dalam pasal 280 KUH Perdata, (3) anak yang disahkan, yaitu anak di luar kawin,
kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh
perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan
perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu,
atau bila pengakuan itu terjadi dalam akia perkawinannya sendiri, pasal 272
KUH Perdata ®

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak
itu dianggap sah, yaitu (1) kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang
mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. (2) tenggang waktu kelahiran

dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan.

* Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003),
him. 120

¢ Soedharyo Soimin, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), him. 61-68



(3) anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang
kehamilan. (4) suami tidak mengingkar anak tersebut melalui lembaga li’an.”
Meskipun perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama
dan tidak dicatatkan dianggap sah, namun apabila perkawinan tersebut tidak
dicatatkan akan menimbulkan berbagai konsekuensi, antara lain ;
- Perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah sehingga tidak memiliki
kekuatan hukum.

- Anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut berstatus anak di luar nikah

menurut hukum positif.

Analogi (giyas) masalah pencatatan perkawinan terdapat dalam QS al-

Bagqarah ayat 282;

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya..”?

7 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta :
Kencana, 2006), him. 77

% Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Mekar, 2004), him.
59



Berdasarkan analogi (qiyas) surat al-Baqgarah ayat 282 diatas, dapat
disimpulkan bahwa perkawinan itu di samping harus disaksikan oleh dua orang

saksi, harus dicatatkan dengan benar.’

Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya
berpedoman kepada ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, pasal 10
ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan
di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Dan Pasal 11
ayat 1 dan ayat 3 dinyatakan bahwa sesaat setelah perkawinan dilaksanakan,
kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh
Pegawai Pencatat Tersebut.  Dengan penandatanganan akta tersebut,

perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi. 10

Bahwa dalam figh tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus
dicatat, tetapi terdapat perintah dalam al-Qur’an Surat an-Nisa untuk menaati
ulil amri (dalam hal ini Undang-undang sebagai produk ulil amri).

Dari latarbelakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti
putusan tersebut dengan judul kedudukan anak diluar nikah (studi analisis

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VII1/2010).

® Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam,(Jakarta: Sinar Grafika Offset,
1996), him. 245

" M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 19



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, yang menjadi rumusan
masalah adalah :
1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam
Perkara Nomor 46/PUU.VII/2010 tentang Kedudukan Anak Di Luar nikah?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor

046/PUU.VII/2010 tentang Kedudukan Anak Di Luar Nikah?

C. Penegasan Istilah
Untuk menghindari adanya kesalahan perspektif dalam memahami

judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan

dengan judul penelitian, istilah-istilah tersebut ialah

1. Kedudukan : Status ( keadaan atau tingkatan orang, badan atau
negara).'
2. Anak luar nikah : a. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan

pada mereka berlaku ketentuan negara dilarang
mengadakan pernikahan. 2

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak
dicatatkan di Kantor Catatan Sipil/ Kantor

Urusan Agama.”

"' Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3 - cet 4,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), him. 278

12 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana,2006), him. 80

'* Ibid, him. 80



Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi ini ialah status
anak yang dilahirkan dari seorang wanita, sedangkan pernikahan orangtuanya

tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil/ Kantor Urusan Agama.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut
a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi
dalam perkara Nomor 46/PUU.VIII/2010 tentang kedudukan anak diluar
nikah.
b. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor
46/PUU.VIII/2010 tentang kedudukan anak diluar nikah.
2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :
a. Manfaat teoritis
Yaitu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu
pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya bagi hukum
Islam.
b. Manfaat praktis
1) Memberikan sumbangsih wacana yang komprehensif bagi khasanah

keilmuan dalam disiplin ilmu hukum, khususnya hukum acara
Mahkamah Konstitusi.
2) Memberikan dorongan mentalitas kepada aparat penegak hukum agar

lebih teliti dan cermat untuk menetapkan perkaranya dengan benar



sesuai dengan fakta yang ada, khususnya dalam hal ini pengadilan

Mahkamah Konstitust.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai kedudukan anak baik dalam perundang-
undangan maupun kedudukan anak dalam figih, terdapat pada penelitian dan
buku-buku. Wasman dan Wardah Nuroniyah dalam bukunya yang berjudul
Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Figih dan Hukum
Positif. Dalam buku tersebut menerangkan tentang keabsahan perkawinan
menurut Undang-undang No.l Tahun 1974 dan Hukum Perkawinan Islam.
Sahnya suatu perkawinan menurut UUP No.l1 Tahun 1974 dijelaskan dalam
beberapa pasal, pasal 2 (1) UUP No.l Tahun 1974 secara jelas menyatakan
bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaan. Dengan perumusan pada pasal 2 (1) ini, maka tidak
ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,
sesuai dengan UUD 1945." |

Dalam buku Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia karya
Abdul Manan. Dalam buku tersebut diterangkan mengenai anak sah menurut
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak sah dalam
pandangan hukum Islam dan anak sah menurut Anwar al-Amrusy “bahwa

seseorang yang menikah dengan seorang wanita hamil dan secara diam-diam

orang laki-laki tersebut mengakui sebagai orang yang menghamili wanita

" Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
Perbandingan Figh dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Teras, 2011), him. 45
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tersebut, maka perbuatan yang demikian itu merupakan hak yang menunjukan
sebagai pengakuan terhadap persetubuhan yang dilakukannya dengan wanita
itu sekaligus kepada anak yang dilahirkannya."’

Dalam buku Hukum Perkawinan Islam karya Ahmad Azhar Basyir,
dalam buku tersebut menerangkan tentang sahnya keturunan anak, bahwa pada
dasarmya keturunan anak adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan,
antara ibu dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam
hubungan perkawinan yang sah. Untuk mengetahui secara hukum apakah anak
dalam kandungan berasal dari suami ibu atau bukan, ditentukan melalui masa
kehamilannya, masa terpendek adalah enam bulan dan masa terpanjang
galibnya satu tahun. 16

Dalam buku Pengasuh Anak dalam Keluarga Islam karya Fuaduddin
TM, dalam buku tersebut menerangkan bahwa perkawinan yang juga sah
menurut peraturan perundangan yang berlaku menjadikan pasangan suami istri
memperoleh kepastian dan perlindungan hukum sebagai warga negara bila
terjadi kasus-kasus hukum dikemudian hari, Anak-anak memperoleh kejelasan
status siapa ayah dan ibu mereka dihadapan hukum. 17

Dalam buku Hukum Perdata Islam di Indonesia Karya Zainuddin Ali,
dalam buku tersebut diterangkan mengenai asal usul anak. Dalam hal ini asal

usul anak berdasarkan hukum Islam yang dijadikan dasar pada pasal 42, pasal

'> Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta :
Kencana, 2006), him. 78

16 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta : UTI Press, 2000),
him. 106

' Fuaduddin TM, Pengasuh Anak dalam Keluarga Islam (Jakarta : The Asian
Foundation, 1999), him. 4
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43 dan pasal 55 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran
yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. '®

Dalam buku Hukum Anak Indonesia karya Darwan Prinst, dalam buku
tersebut membahas tentang kedudukan anak dan asal usul anak. Dalam hal asal
usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
Bila itu tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan
tentang asal usul seorang anak dan itu harus dilakukan pemeriksaan yang teliti
berdasarkan bukti-bukti yang sah. !’

Dalam buku Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian
Karya Ali Afandi. Dalam buku tersebut menerangkan tentang anak di luar
kawin terbagi atas dua jenis, yaitu anak yang lahir dari ayah dan ibu antara
orang-orang mana tidak terdapat larangan untuk kawin, dan anak yang lahir
dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang
ditentukan oleh Undang-undang atau jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam
perkawinan dengan orang lain. Anak yang kedua disebut anak zinah atau anak
sumbang. Dalam buku tersebut juga membahas tentang keturunan sedarah.
Keturunan ini ada yang sah dan ada yang di luar kawin, keturunan yang sah
yaitu jika keturunan itu dilahirkan dar perkawinan yang sah. Keturunan yang

tidah sah ialah keturunan yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan.?®

'* Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2006),
him. 62

** Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2003),
him. 121

2 Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian (Jakarta : Rineka
Cipta, 1997), him. 140-145
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Dalam buku Jangan Sirri-kan Nikahmu Karya Taufiqurrahman al-
Azizy. Dalam buku tersebut menerangkan nasib anak dari pernikahan sirri,
bahwa anak-anak yang berasal dari pernikahan yang tidak dicatatkan,
kelahirannya tidak dicatatkan pula secara hukum, berarti melanggar hak asasi
anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak tersebut berstatus sebagai anak di luar
perkawinan, yang berstatus sebagai anak tidak sah dan tidak memiliki
hubungan perdata dengan ayahnya.  Anak tersebut hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.?!

Dalam buku Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan
karya Ni’matul Huda dan R. Nazriyah. Dalam buku menerangkan tentang
istilah “constitusional review” atau pengujian konstitusinal harus dibedakan
dari istilah “judicial review” atau pengujian badan peradilan. Pembedaan itu
dilakukan sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, ‘constitutional
review ' selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain
hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga mana UUD memberikan
kewenangan untuk melakukannya. Kedua, dalam konsep judicial review’
terkait pengertiannya yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal
legalitas peraturan di bawah UU terhadap UU, sedangkan ‘constitutional
review ' hanya menyangkut pengujian konstitusionalitas, yaitu terhadap UUD.*

Kemudian dalam buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Rl-edisi 2

karya Maruarar Siahaan. Dalam buku tersebut membahas proses beracara di

2 Taufiqurrahman al-Azizy, Jangan Sirri-kan Nikahmu, (Jakarta: Himmah Media,
2010), him. 112.

2 Ni”’matul Huda dan R. Nazriyah. Teori & Pengujian Peraturan Perundang-
undangan, (Bandung : Nusa Media, 2011), him. 126
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>

Mahkamah Konstitusi secara umum, yang menjelaskan teknik-teknik beracara
di Mahkamah Konstitusi mulai dari permohonan hingga putusan serta proses-
proses apa saja yang harus dilalui sampai dengan pada tahapan akhir. Dalam
hukum acara mahkamah konstitusi, yang boleh mengajukan permohonan untuk
beracara di Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang terhadap
UUD 1945 di tentukan dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi “pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang >

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Zibrary
research) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh
kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-
literatur lainnya.24 sedangkan pendekatan yang digunakan oleh penulis
adalah metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan suatu masalah yang
bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena social
mengenai gejala terjadinya sesuatu.”’ Dalam hal ini fenomena yang terjadi
adalah status anak yang dilahirkan diluar pernikahan.

2. Pengumpulan Data

2 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Rl-edisi 2 (Jakarta: Sinar
Grafika,2011), him. 66

24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ( Jakarta:
Rineka Cipta, 1996), him. 11

% Ibid., him. 245.
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Penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat yuridis

normatif, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian
ini menggunakan metode dokumentasi.

Dokumentasi 1alah mencari data mengenai hal-hal tertentu atau
variabel yang berupa catatan, transkip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat
dan sebagainya.?® Pengumpulan data yang penulis lakukan berupa dokumen

atau berkas acara persidangan Nomor 46/PUU.VIII/2010, serta hal-hal lain

yang berhubungan dengan penelitin ini.

. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut:
a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari
sumber data oleh penyidik untuk tujuan khusus.?’sumber data primer
merupakan sumber data yang dijadikan sumber pokok penelitian. Sumber
data primer yang penulis gunakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU.VII/2010 tentang kedudukan anak diluar nikah.
b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh pihak lain, tidak langsung
diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya

berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.2® Sumber

26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, him. 202.
» Winamno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1990),

him. 134.

% Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), him. 91
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data sekunder merupakan sumber data yang mendukung proses penelitian
namun bukan merupakan sumber utama, data sekunder ini penulis peroleh
dari UU Nomor 1 Tahun 1974, KUH Perdata, KHI (Kompilasi Hukum
Islam).
4. Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis isi (content analisys)
sementara analisis sendiri diartikan sebagai teknik apapun yang digunakan
untuk menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan
dilaksanakan secara objektif dan sistematis.”” Selanjutnya data dianalisis
kualitatif untuk memperoleh kejelasan ;;n gambaran yang mendalam
tentang masalah yang diteliti. Karakteristik dalam penelitian ini adalah
aturan-aturan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian dalam menyimpulkan data-data, penulis menggunakan
kerangka berfikir deduktif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan
yang bersifat umum kemudian disimpulkan yang bersifat khusus.*® Metode
tersebut penulis gunakan untuk menyimpulkan aturan-aturan hukum acara
yang berlaku di Mahkamah Konstitusi kemudian ditarik analisis terhadap
penerapan hukum acara tersebut pada pemeriksaan perkara kedudukan anak

diluar nikah dengan Nomor Perkara 046/PUU.VII/2010.

G. Sistematika Penulisan

% Soejono dan Abdurrohman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1997), him. 8.

3 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Iimiah Dasar Metode Teknik.
(Bandung: Tarsito, 1990), him. 143.
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Guna memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka
penulis menggunakan sistematika penyusunan yang biasa digunakan yaitu
dengan membagi pembahasan kedalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang merupakan langkah awal
dari penyusunan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan
masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua , akan membahas tentang kedudukan anak di luar nikah
menurut perundang-undangan dan menurut hukum islam, mulai dari definisi-
definisi, unsur-unsur, dasar hukum, serta akibat hukum. Dan mengenai

pengesahan anak di luar nikah menurut perundang-undangan dan hukum islam.

Bab ketiga mengenai Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Perkara
Nomor 46/PUU.VII/2010 Tentang Anak di Luar Nikah meliputi, Sekilas
tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Sejarah Mahkamah konstitusi, riwayat
pembentukan mahkamah konstitusi di indonesia, alasan pembentukan
mahkamah konstitusi, struktur organisasi mahkamah konstitusi, fungsi / tugas
dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Serta meliputi Putusan dan Dasar
pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor
46/PUU.VIN/2010 yaitu, subjek hukum, tentang duduk perkara, tentang

pertimbangan hukum dan putusan.

Bab keempat merupakan bab analisis, dimana bab ini penulis akan
melakukan analisis dasar hukum pertimbangan hakim mahkamah konstitusi

yang mencakup, analisis terhadap dasar hukum pertimbangan hakim
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Mahkamah Konstitusi nomor 046/PUU.VIII/2010 tentang kedudukan anak di

luar nikah dan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara

Nomor 46/PUU.VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar nikah.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.




MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Anak di Luar Nikah
1. Pengertian Anak di Luar Nikah

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang
perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan
yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar
kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat
melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan
perkawinan yang sah menurut hukum positif maupun agama yang
dipeluknya.

Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua
macam, yaitu (1) apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat
dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual
dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan
anak, maka anak itu dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin, (2)
apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka
mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak
tersebut disebut anak di luar nikah. Beda keduanya adalah anak zina dapat
diakui oleh orangtua biologisnya, sedangkan anak luar kawin dapat diakui
orangtua biologisnya apabila mercka menikah, dalam akta perkawinan dapat

dicantumkan dipinggir akta perkawinannya.
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Menurut H. Herusuko banyak faktor penyebab terjadinya anak di
luar kawin, diantaranya adalah (1) anak yang dilahirkan oleh seorang
wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan
pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan
pria atau wanita lain; (2) anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran
tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau bapak tbunya,
hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait dengan
perkawinan yang lain; (3) anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria
yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan;
(4) anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi
anak yang dilahirkan tersebut dari hasil hubungan dengan pria yang bukan
suaminya; (5) anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggalkan suami
lebih dari 300 hari, maka anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai
anak yang sah.; (6) anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama
yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak
mengenal adanya cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi
dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak di luar kawin; (7) anak
yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan
negara dilarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dan WNI tidak
mendapatkan izin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan,
Karcia salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap

campur dan melahirkan, anak tersebut disebut anak luar kawin; (8) anak

yang dilahirkan dari seorang wonitn, totnpl nmnl dnensbes oo att aza
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mengetahui kedua orang tuanya; (9) anak yang lahir dari perkawinan yang
tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil/ Kantor Urusan Agama; (10) anak yang
lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak

dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di

Kantor Catatan Sipil dan KUA Kecamatan *'

2. Keabsahan Pernikahan Menurut Hukum Positif

Sahnya suatu perkawinan menurut UUP No. 1 Tahun 1974
dijelaskan dalam beberapa pasal, pasal 2 ayat 1 UUP No.1 Tahun 1974
secara jelas menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini, maka tidak ada
perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,
sesuai dengan UUD 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-
undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu,
sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP No.1
Tahun 1974.

Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut perundang-undangan yang berlaku. Terhadap pasal ini terdapat 2

macam penafsiran, yaitu:

! Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta :
Kencana, 2006), hlm. 80



21

Pertama, pendapat yang memisahkan pasal 2 ayat 1 dengan ayat 2,
sehingga perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pendaftaran hanyalah
merupakan syarat administrasif. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan
antara orang-orang yang beragama islam sudah sah apabila telah memenuhi

syarat-syarat dan rukunnya.

Kedua, pendapat yang menyatakan antara pasal 2 ayat 1 dan 2
merupakan satu kesatuan yang menentukan sahnya suatu perkawinan.
Pendapat ini didasarkan pada penafsiran sosiologi dan dikaitkan dengan
akibat hukum dari perkawinan. Dan pendapat kedualah yang lebih mengarah
kepada tercapainya maksud dibuatkannya undang-undang.  Dengan
demikian, sahnya perkawinan menurut UUP adalah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, (bagi orang
Islam sesuai dengan syarat dan rukunnya), dan harus didaftarkan bagi yang
beragama Islam ke P3 NTR menurut undang-undang No. 32 tahun 1974.
Sedangkan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai
pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil.”

Setiap orang yang akan menikah diwajibkan untuk
memberitahukan kehendaknya kepada pencatatan sipil, sebagaimana diatur
dalam pasal 50 KUHPer “semua orang yang hendak kawin, harus
memberitahukan kehendak itu kepada pegawai pencatat sipil tempat tinggal

salah satu dari kedua belah pihak”. Memberitahukan kehendak pernikahan

2Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
(Yogyakarta: Teras, 2011), him. 45
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tersebut dimaksudkan agar pernikahan yang akan dilangsungkan dicatatkan
secara resmi.

Kegiatan pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti bahwa
pernikahan tersebut telah dianggap sah berdasarkan hukum yang berlaku di
tanah air. sebagai konsekuensi dari pernikahan yang dicatatkan secara
resmi, pasangan suami istri berhak mendapatkan akta nikah. Hal ini berarti
suatu pernikahan akan dianggap sah apabila ada akta nikahnya.

Pasal 4 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa
“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai
dengan pasal 2 ayat | Undang-undang No. | Tahun 1974 tentang
perkawinan”. Berdasarkan pasal ini, jelas sekali terlihat bagaimana posisi
KHI yang mendukung ketentuan pernikahan yang diatur dalam UU
Perkawinan.

KHI menyebutkan bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk
menjamin ketertiban pernikahan, yaitu dalam pasal 5 ayat 1 “Agar terjamin
ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus
dicatat”. Penertiban pencatatan pernikahan dimaksudkan agar pernikahan
itu memiliki kekuatan hukum. Karenanya, apapun yang terjadi setelah
berjalannya proses akad nikah bisa diproses secara hukum dan juga bisa
digunakan untuk mengurus administrasi hak-hak sipil dan kependudukan

bagi pasangan suami-istri dan juga anak-anaknya. **

33 Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya?, (Jakarta: Visimedia, 2007), him. 71
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3. Keabsahan Pernikahan Menurut Hukum Islam

Sejak berlakunya UUP No. 1/1974 sahnya perkawinan menurut
hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila suatu perkawinan
tidak dilakukan menurut hukum agama masing-masing, maka perkawinan
tersebut dianggap tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau
di kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum
agama tertentu, maka perkawinan tersebut tidak sah. Dengan demikian,
perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara
yang berlaku dalam agama yang diakui di Indonesia. >

Dalam agama Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah
memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sebagaimana dijelaskan
sebagai berikut:

a. Rukun akad nikah
Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari
perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan
tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat
ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk
hakekat. Apabila salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi
maka perkawinan tersebut tidak sah.?’
Adapun rukun pernikahan menurut mazhab Hanafi hanya satu yaitu

ijab-qabul, sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun pernikahan ada

empat yaitu shighat (ijjab-qabul), istri, suami, dan wali. Sedangkan saksi

3 Ibid, Wasman dan Wardah Nuroniyah, him. 50
s Soemiyati, Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan, hlm. 30
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dan mahar tidak termasuk rukun tetapi sebagian fuqaha ada yang
memasukkannya sebagai rukun pernikahan, seperti halnya dalam KHI
pasal 14 memasukkan saksi sebagai rukun perkawinan, karena menurut
pasal tersebut rukun perkawinan ada lima yaitu: calon suami, calon istri,
wali, dua orang saksi dan ijab gabul **

Sudah menjadi kesepakatan umum di kalangan ulama bahwa
pernikahan yang tanpa wali dan saksi adalah tidak sah dan haram

hukumnya. Prinsip hukum ini didasarkan pada hadits Nabi,

EATPYNEY S NS Y

“Tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil” (HR. Tonu Hibban).
Berdasarkan ketentuan hadits tersebut, posist wali dan saksi sangat

penting dan merupakan salah satu rukun yang menentukan sahnya

pernikahan.

Dalam hukum pernikahan Islam, wali nikah ada empat macam,

yakni sebagai berikut;

1). Wali Nasab, yaitu wali nikah karena pertalian darah dengan calon

mempelai perempuan.

3 Ibid, Wasman dan Wardah Nuroniyah, hlm. 51
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2). Wali Mu'tiq, yaitu wali nikah karena memerdekakan, artinya
seseorang ditunjuk menjadi wali nikahnya seorang perempuan

karena orang tersebut pernah memerdekakannya.

3). Wali Hakim, yaitu wali nikah yang dilakukan oleh penguasa bagi
seorang perempuan yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada,

baik karena menolak menjadi wali atau sebab-sebab lain.

4). Wali Muhakkam, yaitu wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki
yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk menikahkan
mereka, dikarenakan tidak ada walim nasab, wali mu’tiq maupun

wali hakim.

Tentang saksi nikah sebenarnya juga mengantarkan kita pada
pemahaman lebih lanjut tentang aspek mengumumkan pernikahan ini.
Saksi adalah bagian dari pihak-pihak yang menyaksikan akad pernikahan.
Dalam hukum Islam, sebuah pernikahan tidak dianggap sah kecuali
dihadirkannya beberapa saksi. Saksi yang disyariatkan Islam adalah dua
orang saksi laki-laki yang adil. Hadirnya saksi dalam akad pernikahan
berfungsi terhadap hak kedua mempelai terutama berkaitan tentang
keturunan atau anak. Maksudnya, dengan adanya saksi maka sang ayah
tidak bisa mengingkari anak yang nantinya dilahirkan dari hubungan
pernikahan tersebut, sehingga terpelihara keutuhan dari keturunannya.*®

b. Syarat akad nikah

3* Ibid, Happy Susanto, him. 41-50




26

Syarat ialah sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah tidaknya
suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu bukan termasuk dalam
rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup 'aurat adalah syarat dalam
shalat. Adapun syarat-syarat dalam perkawinan para ulama membaginya
dalam empat macam syarat yaitu syarat al-In’igad, syarat as-Sihah,

syarat an-Nifadz dan syarat al-Lazim.

1). Syarat al-In’igad adalah syarat yang harus terpenuhi di dalam suatu
rukun akad nikah, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi

maka menurut kesapakatan para ulama akad nikah tersebut dianggap

batal. Syarat-syarat tersebut adalah:

a) Bagi dua orang yang melakukan akad adalah baligh dan
mempunyai kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu
transaksi/akad, dan orang yang berakad tersebut dapat mendengar
dan memahami maksud perkataan lawan bicaranya, sehingga
dapat terwujud keridloan (persetujuan) antara keduanya.

b) Bagi mempelai wanita yaitu wanita tersebut benar-benar berjenis
kelamin wanita (tidak diragukan) bukan khunsa musykil (orang

yang mempunyai dua alat kelamin) dan wanita tersebut tidak

termasuk muhrimnya pria yang akan menikahinya.

¢) Shighat akad (ijab qabul) yaitu antara ijab dan gabul harus satu
majlis dan satu waktu.

d) Syarat wali nikah ialah baligh, muslim, berakal sehat, laki-

laki,adil (menjalankan agamanya dengan baik)
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2). Syarat ash-Shihah, syarat ini sama seperti halnya syarat al-In’igad

3).

4).

yaitu apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat hukum pernikahan

tersebut batal.

Syarat an-Nifadz, yaitu syarat-syarat yang menjadi penentu bagi
pelaksanaan suatu akad nikah, apabila tidak terpenuhinya syarat
tersebut, maka pernikahan ditangguhkan (mauquf), menurut mazhab

Hanafiyah ada lima macam yaitu:

a) Apabila pernikahan tersebut dilaksanakan sendiri atau dengan
wakilnya tetapi tanpa wali, maka kedua calon mempelai tersebut
disyaratkan kamil al-ahliyah yaitu berakal, baligh dan merdeka.

b) Menurut mazhab Malikiyah bagi calon suami disyaratkan rasyid
(mampu melakukan transaksi), tetapi menurut mazhab Syafi’iyah
dan Hanabilah syarat ini dianggap syarat sah, tetapi Hanafiyah
tidak menganggap hal ini sebagai syarat dalam pernikahan.

c¢) Disyaratkan mengutamakan wali yang lebih dekat dri pada wali

yang jauh, apabila ada penyimpangan maka pernikahan

tergantung pada izin dari wali dekat.

d) Wakil dalam pernikahan tidak boleh menyalahgunakan apa yang

telah diamanatkan kepadanya.

Syarat al-Lazim yaitu syarat yang secara lazim harus terpenuhi,
apabila tidak terpenuhi maka salah satu dari calon mempelai

mempunyai hak fasakh atau mempunyai suatu pilihan atau alternatif
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dalam pelaksanaan akad nikah (pilihan antara meneruskan atau

membatalkan pernikahan), ada empat macam, yaitu :

a) Apabila wali dalam pernikahan mempunyai kekurangan (fasid al-
ahliyah) seperti gila, idiot atau masih kecil maka kedua calon
mempelai mempunyai khiyar fasakh (pilihan meneruskan atau

membatalkan pernikahan).

b) Calon suami harus sekufu'kafa’ah dengan wanita yang akan
dinikahinya, apabila wanita tersebut baligh, berakal, merdeka, dan
tanpa ada persetujuan walinya.

c) Apabila pernikahan tanpa persetujuan wali, maka maharnya
disyaratkan sampai pada ukuran mahar mitsil.

d) Calon suami tidak mempunyai cacat atau penyakit, kecuali calon

istri mengetahui dan merelakannya sebelum akad dilaksanakan.*

Masalah pencatatan nikah pada dasarnya tidak disyari’atkan dalam

agama Islam. Namun dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat

diperlukan.

Kita lihat suatu kenyataan, bahwa suatu perkawinan tidak selalu

langgeng. Tidak sedikit terjadi perceraian, yang penyelesaiannya berakhir

di pengadilan. Apabila pernikahan itu terdaftar di Kantor Urusan Agama
dan disamping itu juga mendapat akte nikah, maka menyelesaikan kasus

perceraian itu lebih mudah mengurusinya. Berbeda, apabila tidak tercatat

3 Ibid, Wasman dan Wardah Nuroniyah, him. 52
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dan tidak ada akte nikah, maka pengadilan agama tidak mau mengurusinya
karena pernikahan itu dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi.

Apabila melihat fikih semata, maka pernikahan sudah dianggap
sah, sesudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dampak dibelakang hari
sekiranya terjadi perselisihan yang menjurus kepada perceraian, kurang
dipikirkan dan dipertimbangkan, sehingga terjadilah ketidakadilan, karena
ada pihak yang dirugikan.*

Pencatatan pernikahan dalam hukum Islam, kita menggunakan
pendekatan giyas. Qiyas merupakan salah satu pendekatan yang diakui
dalam wushul figh. Secara etimologis, kata giyas berarti “menyamakan,
membandingkan, atau mengukur”. Secara epistemologis, para ulama ushul
figh mendefinisikan giyas sebagai “menetapkan hukum suatu kejadian atau
peristiwa yang tidak ada dasar nashnya, yaitu dengan membandingkannya
pada suatu peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash

karena ada persamaan illat antara kedua kejadian itu”.*

Dalam hal ini, analogi (giyas) masalah pencatatan perkawinan

terdapat dalam QS.al-Baqarah ayat 282;

Ca - ,,’615‘.‘/1 - Z -2 4.59_’,3, ’,L > 3 -
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40 N Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta : Siraja,

2006), him. 123
4! Tbid, Happy Susanto, him. 41
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“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya  sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya.. "

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis
dalam segala bentuk urusan muw’amalah, seperti perdagangan, hutang
piutang dan sebagainya. Dijelaskan dalam ayat diatas bahwa alat bukti
tertulis itu statusnya lebih adil dan benar di sisi Allah, dapat menguatkan
persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keragu-raguan, mereka
tidak perlu khawatir karena sudah ada bukti yang menguatkannya.

Setelah mendapatkan sumber nash yang bisa menjadi dasar rujukan
untuk memahami hukum pencatatan pernikahan, kita kemudian mencari
illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad mu ‘amalah,
yaitu adanya penyalahgunaan atau mudharat apabila tidak ada alat bukti

tertulis yang menunjukkan sahnya akad tersebut. Alat bukti tertulis ini
adalah sebagai bukti paling kuat tentang ikatan antara kedua belah pihak
dalam sebuah perjanjian.

Untuk itulah, kita dapat mengatakan bahwa pencatatan akad nikah
hukumnya wajib, sebagaimana halnya diwajibkannya dalam akad
mu’amalah. Kesimpulan hukum ini juga diperkuat melalui hadits Nabi,
“perempuan-perenpuan pezina adalah  perempuan-perempuan yang

menikahkan dirinya (dengan laki-laki) tanpa alat bukti’(HR Tirmidzi).

42 Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset,
1996), him. 245
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Jadi, jelas bahwa pencatatan akad pernikahan itu hukumnya wajib. Jika
tidak ada alat bukti yang menunjukkan sahnya pernikahan mereka, maka

sesungguhnya pasangan pengantin tersebut adalah bukan pasangan yang

sah, masing-masing saling melacurkan diri.®?

B. Kedudukan Anak di Luar Nikah
1. Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Di dalam figh tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang
kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan
dalam islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh
keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang
dilahirkan dari akad nikah yang sah. Islam menghendaki terpeliharanya
keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak saudara kerabat tetangga,

dilarang terjadinya perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak

harus kenal siapa bapak dan ibunya.

Al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 5 menjelaskan
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“ Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah,
dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka
(panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan
maula-mauvlamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa
yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang
disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.”

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak
adalah sah, apabila pada permulaan terjadi kehamilan antara ibu anak dan
laki-laki yang menghamilinya terjalin hubungan perkawinan yang sah.
Untuk mengetahui secara hukum, apakah anak dalam kandungan berasal
dari suami ibu atau bukan, maka ditentukan masa kehamilannya. Masa

yang terpendek adalah enam bulan dan masa terpanjang adalah satu tahun.**

Asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu

diantara tiga sebab, yaitu (1) dengan cara al-Firasy, yaitu berdasarkan
kelahiran karena adanya perkawinan yang sah; (2) dengan cara Igrar, yaitu
pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan
menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya; (3) dengan bayyinah,

yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah

. 45
seorang betul anak si polan.

Dalam hukum islam seorang suami dapat menolak untuk mengakui
bahwa anak yang dilahirkan isterinya bukanlah anaknya asal si suami dapat

membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapai

membuktikan bahwa :

e

4 w.: 1w -—on dan Wardah Nuroniyah, him. 243
15 wid. Abdul Manan, him. 76
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1. Suami belum pernah menjamak isterinya, akan tetapi si isteri tiba-tiba

melahirkan.

2. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjimak isterinya,
sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur.
3. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun si isteri tidak dijimak

suaminya.

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat
dianggap anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-
kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang iddah

selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.*®

Disamping hal tersebut diatas, hukum Islam juga menetapkan
kedudukan anak di luar kawin adalah (1) anak mula'anah, anak yang
dilahirkan dari seorang wanita yang di li’an oleh suaminya. Kedudukan
anak mula’anah ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak
mengikuti nasab suami ibunya yang me-/i ‘an, tetapi mengikuti nasab ibunya
yang melahirkan. Ketentuan ini berlaku juga terhadap kewarisan,
perkawinan dan lain-lain, (2) anak syubhat, kedudukannya tidak ada
hubungan nasab kepada laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-

laki itu mengakuinya.

Hukum Islam membedakan sywbhat kepada dua bentuk, yaitu (1)

anak syubhat yang dilahirkan dari syubhat perbuatan adalah hubungan

% Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam, (Bandung :

Mandar Maju, 1997), him. 40
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seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar,
suami menyangka yang sedang tidur di kamar A adalah istrinya, ternyata
adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang
datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan
seksual dan mengakibatkan hamil serta melahirkan anak di di luar nikah, (2)
anak syubhat yang di lahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki
menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang di
nikahinya itu adalah adik kandungnya sendiri atau atau saudara sepersusuan
yang haram dinikahi. Jika melahirkan anak dari dua syubhat ini, maka anak
tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak syubhat-nya atas
pengakuannya.

Dalam syubhat adat, setelah diketahui adanya kekeliruan itu, maka
istrinya haruslah diceraikan, karena perkawinan dengan adik kandung atau
saudara sepersusuan adalah haram dinikahi dalam hukum islam. Oleh
karena masalah syubhat ini sesuatu yang diragukan keadaannya (ada
kesamaran antara hak dan bathil), maka perlu syubhat ini tidak dikenakan

sanksi had apabila syubhat betul-betul terjadi dengan tidak sengaja, sama

sekali tidak direl‘:ayasa.47

Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Fosiiif
Menurut ketentuan Undang-undang kedudukan anak diatur secara

otentik (resmi di dalam Undang-undang) dan rinci. Pertama yang ditegaskan

“7 Ibid, Abdul Manan, him. 83
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adalah: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai
akibat perkawinan. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 42 dan 43 Undang-undang
Perkawinan. **

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh
istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan
anak itu akibat daripada perzinaan tersebut (pasal 44 ayat 1). Pengadilan
memberikan keputusan sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang
berkepentingan (pasal 44 ayat 2).

Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte
kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akte
kelahiran tidak ada Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal
usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan
bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas dasar keputusan Pengadilan
Agama tersebut instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum
Pengadilan Agama yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi
anak yang bersangkutan (pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974).

Walaupun UUP tidak menerangkan dengan jelas siapa yang
dimaksud dengan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akte

kelahiran tersebut, akan tetapi bila dilihat dari praktek yang selama ini

berlangsung, maka yang dimaksud adalah pejabat-pejabat yang bertugas di

4 gydarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), him.

49 Ibid, Bahder Johan Nasution, him. 40
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Kantor Catatan Sipil yang memang bertugas antara lain untuk mengukuhkan
tanggal lahir. Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat
kelahiran yang diberikan oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.

Pentingnya penetapan asal usul anak adalah untuk menentukan
kedudukan anak itu sendiri, karena hal ini menyangkut dengan hubungan
hukum lainnya seperti waris,nafkah anak dan lain-lain.*®

Ada tiga macam status anak yang diatur dalam hukum perdata yaitu
(1) anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama
perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya, diatur dalam pasal 250
KUH Perdata. (2) anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak luar
kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya,
sebagaimana diatur dalam pasal 280 KUH Perdata, (3) anak yang disahkan,
yaitu anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau
penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu
mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan
pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi
dalam akta perkawinannya sendiri, pasal 272 KUH Perdata.”!

Jadi, menurut KUH Perdata anak yang lahir atau dibesarkan selama

perkawinan, walaupun anak itu benih orang lain adalah anak dari suami ibunya

| yang terikat dalam perkawin.em.5 2

50 Ibid, bahder Johan Nasution, him. 47
51 Goedharyo Soimin, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2011), him. 61-68 .
52 [hid, Wasman dan Wardah Nuroniyah, him. 240




C. Akibat Hukum Anak di Luar Nikah
Sedikitnya ada dua akibat hukum yang dapat dirasakan
penderitaannya oleh anak-anak di luar nikah
1. Anak tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayahnya
Dalam pasal 42 UU Perkawinan disebutkan bahwa “Anak yang sah
adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang
sah”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak hasil dari pernikahan
tidak sah dianggap tidak sah. Sebagaimana yang juga dirasakan ibunya,
konsekuesi ketidaksahan status anak berakibat secara negatif terhadap posisi
hukumnya. Anak tidak berhak atas nafkah ayahnya. Dan jika ayahnya
meninggal, dirinya juga tidak berhak atas harta warisan. Sebab, anak tersebut

tidak mempunyai kekuatan hukum.

2 Anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, tetapi hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
Ketentuan ini berdasarkan pada pasal 43 UU Perkawinan yang

menyebutkan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ketentuan tersebut
di dukung oleh KHI pasal 100 yang menyebutkan, “Anak yang lahir di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga
ibunya’”. Dibandingkan dengan KHI, UU Perkawinan lebih tegas dalam

menyebut hubungan anak dengan ibunya sebagai hubungan perdata.

Ketidakjelasan hubungan anak-ayah ini jelas dapat merugikan masa

depan anak di kemudian hari. Sebab, suatu saat mungkin saja ayahnya
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menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Jika terjadi
perceraian, otomatis hubungan perdata anak hanya kepada ibunya atau
keluarga ibunya. Tidak ada kekuatan hukum yang mengikat hubungan ayah-
anak ini menyebabkan anak tidak dapat menuntut nafkah, biaya hidup, dan
tanggung jawab pendidikan dari ayahnya, termasuk dalam hal warisan jika
ayahnya meninggal dunia. Apalagi, jika suatu saat nanti ayahnya menyangkal
bahwa itu bukan anaknya dan ia tidak mau menafkahinya, maka sang anak
ataupun ibunya tidak bisa menuntut ayah tersebut secara hukum. Sebab,
berdasarkan pasal 103 ayat 1 KHI disebutkan bahwa “asal-usul seorang anak
hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya’.

Tanpa adanya alat bukti tersebut, maka hubungan anak-ayah tidak bisa

diperkarakan secara hukum. >

D. Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Nikah

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin
sebagaimana tersebut diatas agar terlepas dari beban kehidupan yang berat
adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan. Sementara
Peraturan Pemerintah sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan yang akan mengatur tentang nasib anak di luar
kawin sampai saat ini belum di terbitkan.

Menurut Ema Sofwan Syukrie, dalam pengertian formil pengakuan

anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan

i

53 Ibid, Happy Susanto, him. 86
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dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya.
Sedangkan menurut pengakuan materiil yang dimaksud pengakuan anak adalah
merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan
antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang
membuahi atau membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut. Dengan
adanya pengakuan itu, anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan berhak
atas warisan dari pria yang mengakuinya,>*

Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam, tetapi
semata-mata dilakukan di muka Pencatatan Sipil dengan catatan dalam akta
kelahiran anak tersebut, atau dalam akta perkawinan orang tua, atau dalam surat
akta tersendiri dari pegawai pencatatan sipil, bahkan dibolehkan juga dalam
akta notaris.”’

1. Pengakuan Anak Dalam Hukum Positif

Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam Pasal
272 KUHPer dimana dikemukakan bahwa anak di luar kawin, kecuali yang
di lahirkan dari perzinahan, tiap-tiap anak yang lahir di luar perkawinan
apabila bapak dan ibunya melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut
menjadi anak sah jika bapak dan ibunya sebelum melakukan perkawinan
mengakuinya menurut ketentuan Undang-undang, atau pengakuan itu
dilakukan dalam akta tersendiri. Kemudian pasal 280 KUHPer dinyatakan

bahwa dengan adanya pengakuan anak di luar kawin sebagaimana tersebut

54 [bid, Abdul Manan, him. 84
55 Ibid, Soedharyo Soimin, him. 40
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diatas, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan
bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya.

Adapun cara melakukan pengakuan terhadap seorang anak di muat
dalam pasal 281 KUHPer, pengakuan dapat dilakukan (1) dalam akta
kelahiran si anak; (2) dalam akta perkawinan ayah dan ibunya kalu mereka
kemudian kawin; (3) dalam akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil
yang kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal
dibuatnya akta tadi, kemudian pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran si
anak; (4) dalam akta otentik lain. Dalam hal ini tiap-tiap orang yang
berkepentingan dapat menuntut supaya pengakuan ini dicatat dalam akta

kelahiran si anak. 36

Untuk memperoleh status hubungan antara ayah, ibu dan anak yang
lahir di luar nikah, maka anak tersebut harus diakui oleh ayah dan ibunya.
Pengakuan itu harus dilakukan dengan akta otentik, secara tegas dan tidak

boleh dengan cara disimpulkan saja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak
menjelaskan secara rinci tentang pengakuan anak di luar kawin. Hanya
dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang di lahirkan dari
perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Kemudian dalam
pasal 44 disebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak

yang berzina dan anak tersebut sebagai akibat dari perzinahan tersebut.

56 Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian (Jakarta : Rineka
Cipta, 1997), hlm. 146
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Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas
permintaan pihak yang berkepentingan.

Tetapi masalah pembuktian anak dapat dilihat pada Pasal 55 UUP No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa asal usul seorang anak hanya
dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang di keluarkan
oleh pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut diatas tidak ada
maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak
sesudah pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi
syarat, maka atas dasar ketentuan akta kelahiran bagi anak yang
bersangkutan.5 7

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga tidak menjelaskan tentang
pengakuan anak secara rinci dan lengkap. Senada dengan apa yang tertera
dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan
dalam beberapa pasal tentang kedudukan anak di luar nikah. Dalam pasal
100 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya
mempunyai ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya dalam Pasal 101
dijelaskan bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedangkan
isiri tidak menyangkalnya dapat menangguhkan pengingkarannya dengan
Ji'an. Kemudian dalam Pasal 102 ayat 1 dikemukakan bahwa suami yang
mengingkari seorang anak yang lahir dan istrinya dapat mengajukan
gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah

hari akhirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami

57 Ibid, Scedharyo Soimin. him. 48
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itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang
memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama,
dalam ayat 2 ditetapkan bahwa pengingkaran yang diajukan sesudah lampau
waktu tersebut tidak dapat diterima.
2. Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam
Menurut konsep hukum islam, pengakuan anak ada dua macam, yaitu
pengakuan untuk diri sendiri dan pengakuan untuk orang lain. Pada
prinsipnya sama tujuannya, hanya dalam pelaksanaannya yang sedikit
berbeda, yakni :
a. Pengakuan Anak untuk Diri Sendiri
Pengakuan anak dengan cara ini dilaksanakan secara langsung,
misalnya si fulan mengatakan bahwa anak itu adalah anakku. Jika
pernyataan ini memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum
Islam, maka anak itu menjadi sah bagi yang mengakuinya.
Menurut Abdullah Ali Husein dalam hukum Islam dikenal
beberapa syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi

dirinya sendiri, yaitu (1) orang yang mengetahui anak haruslah seorang

pria karena tidak ada alat bukti lain menurut hukum Islam untuk
membuktikan adanya hubungan kebapaan, sedangkan bagi wanita
pembuktian dapat dilaksanakan dengan menyatakan ia mengandung dan

melahirkan anak tersebut; (2) orang yang mengakui anak itu haruslah

orang mukallaf, sedangkan pengakuan orang gila, orang yang

dipaksakan, dan orang yang belum cukup umur tidak dapat diterima; (3)
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anak yang diakui itu haruslah anak yang tidak diketahui nasabnya; (4)
pengakuan itu tidak disangkal oleh akal sehat, misalnya umur anak yang
diketahui lebih tua dari yang mengakui; (5) pengakuan itu dibenarkan
oleh anak dewasa yang diakuinya, maka pria yang mengakui itu harus
membuktikannya atau anak yang diakui itu harus mengangkat sumpah
kalau ia mau maka hubungan nasab itu terbukti adanya.

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-
syarat diatas, maka anak yang diakui itu menjadi anak sah dan
kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Pengakuan anak
tersebut dapat dilakukan dihadapan dua orang saksi atau di hadapan
lembaga resmi dengan akta autentik atau surat biasa.

Apabila seorang pria telah melaksanakan pengakuan terhadap
seorang anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya, maka
pengakuan tersebut tidak boleh dicabut kembali, sekali ia telah
mengikrarkannya maka pengakuan tersebut berlaku sepanjang masa.
Hanya saja hukum Islam menganggap bahwa pengakuan anak terhadap
orang yang telah meninggal dunia bermotif yang tidak baik, biasanya
karena ada warisan. Dalam hukum Islam pengakuan anak yang seperti ini
baru dapat diterima apabila anak yang diakui tidak mempunyai ahli waris
dan harta peninggalan yang sedikit.

. Pengakuan Anak untuk Orang lain

Pengakuan anak dalam kategori ini sering disebut dengan

pengakuan secara tidak langsung.




Menurut Ahmad Husni, syarat-syarat yang diperlukan dalam
pengakuan anak secara tidak langsung adalah secara umum sama saja
dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan untuk diri
sendiri, hanya ditambah dua poin lagi, yaitu (1) orang yang dihubungkan
nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan
nasab dengan seseorang yang dihubungkan nasab kepadanya; (2) ada
saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan
nasab kepadanya dan saksi-saksi ini diperlukan jika orang lain yang

dihubungkan dengan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan

tersebut.

Apabila syarat-syarat pengakuan anak baik untuk diri sendiri
maupun untuk orang lain sudah terpenuhi, maka sahlah pengakuan
tersebut secara hukum. Demikian juga apabila seorang laki-laki
mengadakan hubungan seksual dengan seorang wanita di luar nikah,
kemudian wanita tersebut hamil, lalu laki-laki tadi atau orang lain yang
bukan membuahi wanita itu menikah dengan wanita yang hamil tadi,

maka anak yang dilahirkan oleh wanita itu menjadi anak yang sah 8

58 Ibid, Abdul Manan, him. 89



BAB I

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSAN PERKARA NOMOR
46/PUU.VIII/2010 TENTANG ANAK DI LUAR NIKAH

A. Sekilas Tentang Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Mahkamah konstitusi

Hans Kelsen (1881-1973), seorang sarjana hukum yang sangat
berpengaruh pada abad ke- 20, diminta menyusun sebuah konstitusi bagi

Republik Austria yang baru muncul dari puing kekaisaran Austro-

Hungarian tahun 1019. Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan
yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas
penegakkan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah

khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang

dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan undang-undang
dasar. Meski Kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan
mahkamah konstitusi berdasar model itu untuk pertama sekali adalah

Cekoslowakia pada bulan Februari tahun 1920. Baru pada bulan Oktober

1920, rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di Austria.

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan

Jjudicial review menyebar ke seluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah

Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Prancis

mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk constitutional

council. Negara-negara bekas jajahan Prancis mengikuti pola Prancis ini.

Ketika Uni Soviet runtuh, bekas negara-negara komunis di Eropa Timur

45
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semuanya mereformasi negerinya, dari negara otoriter menjadi negara

demokrasi konstitusional yang liberal. Konstitusi negara di revisi dan dalam
proses itu satu lembaga baru terbentuk, yaitu satu mahkamah yang terdiri
atas pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman dengan kewenangan untuk
membatalkan undang-undang dan peraturan lain jika ternyata ditemukan
bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu
konstitusi.

Sampai sekarang sudah 78 negara yang megadopsi  sistem
Mahkamah Konstitusi yang didirikan terpisah dari Mahkamah Agungnya
dan Indonesia merupakan negara yang ke-78, dengan diundangkannya
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(UUMK) pada tanggal 13 Agustus 2003, yang telah berlaku secara

operasional sejak pengucapan sumpah 9 (sembilan)hakim konstitusi pada

tanggal 16 Agustus 2003.

_ Riwayat Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Setelah krisis ekonomi melanda Indonesia dan gerakan reformasi
yang membawa kejatuhan pemerintahan Orde Baru di tahun 1998, terjadi

perubahan yang sangat dratis dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di

. 59
Indonesia.

Momen yang patut dicatat berikutnya dijumpai dalam salah satu rapat

BPUPKI. Mohammad Yamin menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan

sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut constitutioneele geschil

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta: Sinar

59 Maruarar Siahaan,

Grafika, 2011), him. 3




atan constitutional disputes. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya

diberlakukan suatu materieele toetsingrecht (uji materil) terhadap UU. Yamin
mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang “membanding”
undang-undang. Namun usulan Yamin disanggah Socpomo dengan empat alasan
bahwa (i) konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep

pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan konsep pembagian
kekuasaan (distribution of power), selain itu, (ii) tugas hakim adalah menerapkan
undang-undang, bukan menguji undang-undang, (iii) kewenangan hakim untuk
melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi

Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan (iv) sebagai negara yang baru merdeka

belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai

Jjudicial review. Akhirnya, ide itu urung diadopsi dalam UUD 1945.

Gagasan Yamin muncul kembali pada proses amandemen UUD

1945. Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi mengemuka pada sidang

kedua Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), pada

Maret-April tahun 2000. Mulanya, MK akan ditempatkan dalam lingkungan

MA, dengan kewenangan melakukan uji materil atas undang-undang,

memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang serta

kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Usulan lainnya, MK diberi

kewenangan memberikan putusan atas persengketaan kewenangan
antarlembaga negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan

antar pemerintah daerah. Dan setelah melewati perdebatan panjang,

pembahasan mendalam, serta dengan mengkaji lembaga pengujian

undang di berbagai negara, serta mendengarkan

ndang-

konstitusional u
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masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan
mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam Perubahan
Ketiga UUD 1945. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu merumuskan
ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam
Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Akhirnya sejarah MK dalam

sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai, tepatnya setelah disahkannya

Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal

7B pada 9 November 2001. 60
Pasal 11l Aturan Peralihan UUD 1945 memerintahkan dibentuknya

Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003

Sebelum dibentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan

oleh Mahkamah Agung. Tanggal 13 Agustus 2003, Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi (UUMK) disahkan, kemudian tanggal 16 Agustus

2003 para hakim konstitusi dilantik dan mulai bekerja efektif pada tanggal

19 Agustus 2003.%' Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang pertama adalah

Prof . Dr. Jimly Asshiddigie SH. Guru besar hukum tata Negara Universitas

Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar

anggota hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003.

an Mahkamah Konstitusi

Apa alasannya sehingga kemudian MK disepakati untuk dibentuk di

Indonesia? Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan ekses dari

S
Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam

(online), (http//id-wikipedia.org/wiki/Mahkamah Konstitusi, 2009,

egaraan RI
r 2012), him. 4
6 [bid, Maruarar Siahaan, him. 6




perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul

pada abad ke-20 ini. Di negara-negara yang tengah mengalami tahapan
perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, ide pembentukan MK
menjadi diskursus penting. Krisis konstitusional biasanya menyertai
perubahan menuju rezim demokrasi, dalam proses perubahan itulah MK

dibentuk. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap konstitusi, dalam
perspektif demokrasi, selain membuat konstitusi bernilai semantik, juga
mengarah pada pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK dilandasi upaya
serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga
negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai grundnorm atau highest
norm, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada

dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam

Konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (the

sovereignity of the people) kepada negara, melalui konstitusi rakyat

membuat statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada

negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua

bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan

hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata

pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.
Ide demikian yang turut melandasi pembentukan MK di Indonesia.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan

aksanakan menurut UUD. Im mengimplikasikan agar

rakyat dan dil
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pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui konstitusi harus dikawal dan dijaga.
Harus diakui berbagai masalah terkait dengan konstitusi dan ketatanegaraan
sejak awal Orde Baru telah terjadi. Carut marutnya peraturan perundangan
selain didominasi oleh hegemoni eksekutif, terutama semasa Orde Baru8

menuntut keberadaan wasit konstitusi sekaligus pemutus judicial review

(menguji bertentangan-tidaknya suatu undang-undang terhadap konstitusi).

Namun, penguasa waktu itu hanya memberikan hak uji materiil terhadap

peraturan perundangan di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung.

Identifikasi kenyataan-kenyataan semacam itu kemudian mendorong Panitia

Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang menyiapkan amandemen ketiga UUD

1945 akhirnya menyepakati organ baru bernama MK.

Setelah melalui pembahasan mendalam, dengan mengkaji lembaga

pengujian konstitusional undang-undang di berbagai negara, serta

mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata

negara, rumusan mengenai Jembaga Mahkamah Konstitusi disahkan pada

Sidang Tahunan MPR 2001. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 it

skan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah

(2) dan Pasal 24C UUD 1945 %2

merumu

Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat

e
62 [pid, Janedjri M. Gaffar, him. 6
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5 :
. Fungsi/ Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

a. Fungsi/Tugas Mahkamah Konstitusi

Dalam pem 1 an
pemahaman kita, dengan melihat konstruksi yang
digambark itusi \Z
g an dalam konstitusi dan diterima secara universal, t
, terutama di

negara-
gara-negara yang telah mengadopsi lembaga Mahkamah Konst
onstitusi

fungsi untuk mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dih
ormati baik

penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara. Mahk
. Mahkamah

Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi

Akan tetapi, dalam penjelasan Undang-Undang Mahkamah
ama

Konstitusi dikatakan sebagai berikut:

h satu substansi pentin
keberadaan Mahkamgh Konstin%sip;l:l;::;::ia ';ergg) 1945 adalah
berfungsi menangani perkara tertentu di bidang g}? negraa yang
dalam rangk.a menjaga konstitusi agar dilak e:katanegaraan,
bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rak sanatan secara
dem9krasn. Keberadaan Mahkamah Konstitusi yatk dan cita-cita
menjaga terselenggaranya pemerintahan negara sekaligus untuk
juga merupakan koreksi terhadap pengalag«;ng Stabl.]’ dan
Ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan tafsir g‘:m dl;e::c}i‘ugan
rhadap

konstitusi.”
Lebih jelas Pro

« .sala

f Dr. Jimly Asshiddigie, S.H. menguraikan sebagai
i

berikut:

“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konsti
konstruksikan sebagai pengawal konstitusi onstitusi  di
n keadilan konstitusional  di tenya:,g ben:fungsi
Mahki.ima.h 'Konstitusi bertugas tg;lz d kehidupan
konstitusi dihormati dan di}aksanaka: sfg‘ng dan
1€ Semua

konsisten dan bertanggung jawab. Di
. 1

Ty

min agal

en negara secara

menja

kompon
tengah kelemahan sistem konstitusi yan
Konstitus g ada, Mahkamah

i berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selal
selalu
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hidup dan mewarnai
i keb
bermasyarakat.”64 eberlangsungan  bernegara  dan

Intinya, Sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelind
ung

konstitusi MK mempunyai beberapa fungsi yang meliputi:

1) Sebagai penafsir konstitusi

KC Wheare menyatakan bahwa fungsi seorang hakim adalah
a

memutus perkara apakah hukum itu. Konstitusi tak lain merupak
pakan

sebuah aturan hukum. Sehingga konstitusi merupakan wilayah kerj
Jja

seorang hakim. Hakim MK dalam menjalankan kewenangannya dapat

melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Hakim dapat menjelask
an

makna kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan at
atau

melengkapi, bahkan membatalkan sebuah undang-undang jik
ika

dianggap bertentangan dengan konstitusi.

gai penjaga hak asasi manusia

2) Seba
bagai dokumen yang berisi perlindungan hak asasi

Konstitusi s€
ng harus dihormati. Konstitusi

manusia merupakan dokumen ya

hak tertentu milik rakyat. Apabila legislatif maupun

menjamin hak-
nkonstitusional telah mencederai konstitusi mak
a

eksekutif secard 1

berperan memecahkan masalah tersebut.

MK dapat

gai pengawal konsti
aga Kkonstitusi tercatat dalam penjelasan Undan
g..

3) Seba tusi

Istilah penj

o 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang biasa

Undang N

-
Siahaan, him. 7

64 [bid, Maruarar
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di :

isebut dengan the guardian of constitution. Menjaga konstitusi
i

d 3

engan kesadaran hebat yang menggunakan kecerdasan, kreativitas

dan wawasan ilmu yang luas, serta kearifan yang tinggi sebagai
1

seorang negarawan.

4) Sebagai penegak demokrasi
Demokrasi ditegakkan melalui penyelenggaraan pemilu yang
o

berlaku jujur dan adil. MK sebagai penegak demokrasi bertugas

menjaga agar tercitanya pemilu yang adil dan jujur melalui

kewenangan mengadili sengketa pemilihan umum. Sehingga peran

MK tak hanya sebagai lembaga pengadil melainkan juga sebagai
=

lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia.®®

b Wewenang Mahkamah Konstitusi

Dalam perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), Mahkamah

Konstitusi ditentukan memiliki 4 (empat) kewenangan, yaitu

1) Menguji undang-undang terhadap Clnulang-Enidarg D
embaga negara yang kewenangannya

2) Memutus sengketa kewenangan I

diberikan oleh Undang-undang Dasar;

3) Memutus pembubaran politik;

4) Memutus perse]isihan tentang hasil pemilihan umum.

Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi
(online), (htlp:/}f\»\r\wv.mahkamahlv:cmstimsi.gc;.id/ﬁl;f:gsi‘D aigi

Ketatanegar
i download

wewenan mahkamahkonst:imsl

jum’at, 28 September 2012)




Kewenangan di atas adalah dalam tingkat pertama dan terakhir dan
putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu langsung mempunyai

kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk

mengubahnya.

Selain wewenang itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (2) jo Pasal 7B

Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memeriksa, mengadili

dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil

i Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
i

|

| Presiden. Perlu dicatat, bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena
tunduk pada putusan MPR, lembaga politik yang berwenang
memberhentikan presiden (Pasal 7A). Jadi berbeda dengan di Amerika

Serikat yang mendahulukan proses politik daripada proses hukum.®®

Konstitusi terhadap Perkara Nomor

| B. Putusan Mahkamah

46/PUU.VII1/2010

1. Subjek Hukum
k mengatur hubungan antara anggota

Hukum ditujukan untu
mbulkan ikatan-ikatan antar individu dengan individu

masyarakat yang ment

akat, ikatan-ikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban,

dengan masyar

yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum adalah

sedangkan
h——"”’_’,’/’; R. Nazriyah, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-
66 Ni'matul H‘;adaMedia, 9011), him. 144 runaang

Undangan, (Bandung: Nu
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manusia (person) dan badan hukum, manusia oleh manusia diakui sebagai

pendukung hak dan kewajiban atau disebut sebagai subjek hukum.®’

Dalam perkara Nomor 046/PUU.VIII/2010 yang menjadi subjek

hukum adalah:

Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim

Tempat lahir Ujung Pandang, Tanggal lahir 20 Maret 1970
Alamat Jln. Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008’

Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren

Kabupaten Tangerang, Banten.
. Muhammad Igbal Ramadhan bin Moerdiono, Tempat lahir

Jakarta, Tanggal lahir 5 Februari 1996, Alamat Jin. Camar VI
Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung
Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten, yané
utnya disebut sebagai Para Pemohon;’

-

selanj

2. Tentang Duduk Perkara
Duduk perkara tersebut pada pokoknya sebagai berikut,

Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung
pernikahan antara pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H.

Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono,

dengan wali nikah Almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang

saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan

gan mahar berupa seperang

rhiasan emas dibayar tunai dan dengan ijab

Risman den kat alat sholat , uang 2.000 Riyal

a uang Arab), satu set pe

(mat
h wali tersebut dan gabul diucapkan oleh laki-laki

yang diucapkan oole

bernama Drs. Moerdiono.

pakan pihak yang secara langsung mengalami dan

a. Bahwa pemoho?n meru
onstitusionalnya dirugikan dengan di undangkannya UU

merasakan hak k

ar-Rasjid, Dasar-Dasar

Perkara Nomor 46/PUU-VIIL2010

Jimu Hukum (Jakanta: Sinar Grafika, 2001), him

67 Chaillll]

120
6 galinan Berkas




_ Bahwa dalam kedu

. Bahwa

" Berdasarkan semua hal

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama berkaitan dengan Pasal 2

ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1.

 Bahwa hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar dan merugik
an

tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat 1 dan 2

UUD 1945.

Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B ayat 1 dan 2 serta Pasal 28

D ayat 1 UUD 1945 tersebut ialah setiap orang memiliki kedudukan dan

hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas

pernikahan dan status anaknya.

dukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka

telah terbukti pemohon memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian

konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan khususnya Pasal 2

ayat 2 dan pasal 43 ayat 1.

pemohon secara obyektif mengalami kerugian materi dan

finansial.
yang telah diuraikan tersebut, maka Mahkamah

tusi berwenang untuk mengadili dan memutuskan permohonan uji

Konsti
an Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan terhadap pasal

materi Pasal 2 ayat 2d
an ayat 2 serta pasal 28D ayat 1 UUD 1945,

28B ayat 1 d
Dan pemohon mengajukan posita kepada Mahkamah Konstitusi

agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

dan mengabulkan permohonan uji materiil pemohon untuk

Menerima

seluruhnya.

|
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- Menyatakan pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan

bertentangan pasal 28B ayat 1 dan 2 serta pasal 28D ayat 1 UUD
ke

1945.
- Menyatakan pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat

hukumnya.
pat lain, maka dimohonkan putusan .

Atau jika Majelis Hakim berpenda

yang Su=:kecil-kecilnya.69

3. Tentang Pertimbangan Hukum

maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut

Bahwa
diatas.
Bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pemohon menyatakan ‘
hal-hal yang pokokny2 sebagaimand sebagai berikut: 1
] UU Perkawinan, yaitu:

dan pasal 43 ayat

- Bahwa Pasal 2 ayat 2
« Tigp-tiap perkawinan dicatat menurut

yang menyatakan

Pasal 2 ayat 2
dangan Yarg perlaku”

perundang-lln
yatakan « Anak yang dilahirkan diluar perkawinan

peraturan

bunya dan keluarga

Pasal 43 ayat 1 men

hanya mempunyai hubungan

perdaia dengan i

ibunya ”
hak konstitusional pemohon.

mer'ugikaﬂ

Ketentuan tersebut




mengaj

dengan P
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serta pasal 28D ayat 1 UUD 1945, yaitu:

Pasal 28B a ; “Seli
yat 1; “Sefiap orang berhak membentuk kel
eluarga dan

melanjutkan ket
arunan melalui perkawi
inan yang sah”

lasal 28B y 2 ] p AY!?{)
p'

tumb
uh, dan berkembang sertd berhak atas perlindungan da
1 dari kekerasan

dan diskriminasi”.
Pasal 28D 2 . “Seti
yat (1) Setiap orang berhak a.
tas pengakuan, j
, Jaminan,

kepastian hukum yang adi
g adil serta perlak
uan yang sama

perlindungan, dan

Bahwa konsekuensi d

D ayat 1 UuUD 1945 tersebut iala
k hakny2 untuk mendapatkan pengesahan at
atas

h setiap orang memiliki kedudukan d
- an

us anaknya.
a sebagaimana diterangkan terdahulu, mak
, maka

hak yan

pernikahan dan stat
m kedudukan®y

Bahwa dala
memiliki hubunga

n sebab akibat antara kerugian

telah terbukti pemohor
ngan perlakuny? UU Perkawinan khususnya Pasal
sal 2

konstitusional de

ayat 2 dan pasal 43 ayat 1-
wa untuk embuktikan dalil-dalilnya, pemoh
ohon

ulis yang diberi tanda bukti P-1 sa
mpai

Menimbang b2"

ukan alat pukti qurat/té
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Bukti P-1 : i
. fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang

Perkawinan.

Buktl P-2 : Fo okop' Pene apan Pen adilan A
: t 1 t 2 il gama |angeran
14 Nomor

46/Pdt.P/2008/PA. Tgrs.

a

Nomor 230/KPAI/VII/2007
- Bukti P-4 : Fotokopi Gurat Tanda Penerimaan Pengadua K
n Komisi

gan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/11/2007

Perlindun
urat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal
a

Bukti P-5 Fotokopi S

| 16 Oktober 2006.

Somasi tertangga
t Nomor 03/KH.M&M/K/1/2007 perihal

- Bukti P-6 Fotokopi Surd
kasi tertanggal 12 Januari 2007.

Undangan dan Klarifi
n Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang

pahwa ketentud

dalah sah. apabila dilakukan menurut huku
m

« perkawinan 4
ya dan kepercayaannya itu”, sehingga pernikah
an

agaman,
ah sah dan pemohon terbukti telah menikah

Menimbang,

menyatakan:

masing-masing
pemohon adal
dan disaksika

dilan Agama Tangerang dengan perkara

yang dilakukan
rang ]aki-laki

dibuktikan denga” penetapan Penga
P/2008/PA.Tgrs, tanggal 18 Juni 2008.

n oleh 2 orang saksi, hal ini

dengan se0

Nomor 46/Pdt.
san mencatatkan pernikahan yan
g

kehart

pahwa
i luar nikah hanya memiliki hubungan

Menimbaﬂg,
d

a status
adalah bertentangan dengan Pasal

berimplikasi Pad

perdata deng2” by dan ke

Juargd ibunya
5, karen? anak yang seharusnya dilindungi dari

28B ayat
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berbagai bentuk
kekerasan dan diskriminasi
inasi akhirnya tidak terli
terlindungi

dicatatkan.

Meni ;
enimbang bahwa pertanggung;awaban pidana dalam hukum Isl
m Islam

bersifat individu seb 1 i
) agalmana dmyatakan dalam aI-Qm-’a
n Surat al-Isra

> at az=-.um
ar

ayat 7, dan Surat an-Najm ayat 38.

Menimbang bahwa, Islam mengenal konsep anak zina yang h
anya

bernazab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawi
winan

menuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari
ari

sah (yang telah me
ah secara Islam, me
b kepada bapak dan ibunya.

skipun tidak dicatatkan pada instansi

perkawinan S

terkait, tetap harus bernasa
ahwa, dalam figh 1

rdapat perintah dalam al-Qur’an Surat an

Menimbang b dak pernah disebutkan bahwa
s dicatat, tetapi t€

pernikahan haru
(dalam hal ini Und

k menaati ulil amri ang-undang sebagai produk

Nisa untu
ulil amri).
Menimbang pahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-
mah Konstitusi (selanjutnya

003 tentang Mahka

¢ 24 Tahun 2
bahwa “Para Pemohon adalah pihak

Undang NomoO

{ UU MK), y2~
yang mengang8P hak dan/atd
oleh berlakunyd Undang-Undang, yaitu:

ra ndonesid:

a. perorangd”? warga 184

nstitusionalnya dirugikan

disingka
u kewenangai ko
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berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak-terlindung;
g1

hanya karena orangtuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak

dicatatkan.

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam

bersifat individu, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an Surat al-Isra

ayat 15; Surat al-An’am ayat 164, Surat al-Fatir ayat 18; Surat az-Zumar

ayat 7, dan Surat an-Najm ayat 38.

Menimbang bahwa, Jslam mengenal konsep anak zina yang hanya

b kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan

bernaza
nuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari

sah (yang telah meme
ah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi

perkawinan S
kepada bapak dan ibunya.

terkait, tetap harus bernasab
ahwa, dalam figh ti

rdapat perintah dalam al-Qur’an Surat an-

Menimbang b dak pernah disebutkan bahwa

pernikahan harus dicatat, tetapi te
ang-undang sebagai produk

Nisa untuk menaati Jlil amri (dalam hal ini Und

ulil amri).

rdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-

un 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

Undang Nomor 24 Tah
takan bahwa “Para Pemohon adalah pihak

yang meny2

disingkat UU MK),

kewenangan konstitusionalnya dirugika
hak dan/atai gikan
yang menganggap

ng-Undang, yaitu:

oleh berlakuryd Unda
a ndonesias

ar
a. perorangd’ warga 18
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b. kesatuan ma
syarakat hukum adat sepanj
panjang masih hidy
p dan sesuai

den,
gan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara K
ra Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Unda
' ng:

¢. badan hukum publik atau prival; alai

d. lembaga negara.”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 194
5 dan

Pasal 10 ayat 1 huruf 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Und
-Undang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Mahkamah

Nomor 8 Tahun 2011 tentang

g Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
1

Tahun 2003 tentan
70, Tambahan Lembaran Negara Republik

a Tahun 2011 Nomor

selanjutnya disebut UU

Indonest
MK), serta Pasal 29 ayat (1)

Indonesia Nomor 5226,

Undang Nomorf 4
a Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

huruf a Undang- g8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembara? Negar
an Negadra Republik I
atu kewenangan konstitusional Mahkamah

ndonesia Nomor 5076, selanjutnya

Tambahan Lembar

disebut UU 48/2009), salah s

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

adalah mengadil
ng-Undang terhadap Undang-Undang

bersifat final untuk menguji Unda

Dasar.
nan para Pemohon adalah untuk

hwa permon

a Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU

Menimbang ba
nalitas no

045, yans menjadi salah satu kewenangan

menguji konstitusio

yup |

1/1974 terhadap

PR B

e = i T
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ga oleh karenan
ya Mahkamah b
crwenang untuk

mengadili permohonan.70

4. Putusan

M
engabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagia
n;

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 t
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 :Jmang
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) o
“Anak yang dilahirkan di Iluar perkawinan hZ:i

menyatakan,
rdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,

mempunyai hubungan pé
n [Jndang—Undang Dasar Negara Republik Indonesi
S1a

bertentangan denga
ai menghilangkan hubungan perdata

45 Sepanjang dimakn

Tahun 19
pat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetah
uan

gan Jaki-laki yans da

dan/atau alat bukti

den
lain menurut hukum ternyata

dan teknologi

ubungan darah sebagai ayahnya;

mempunyai b

{ 43 ayat (1) Undan
aran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nom
or

a Republik Indonesia Nomor 3019) yan
g

g-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentan
g

Pasa

Perkawinan (Lemb
1, Tambahan [embaran Negar
dilahirkan di

«gnak Yarg
ngan jbunya dan keluarga ibunya”

unyai pubungah perdatd de

kekuatan
perdata denga
an teknologi dan/atau alat bukti lain

luar perkawinan hanya

menyatakan,

hukum mengikat sepanjang dimaknai
i

okan hubungan n laki-laki yang dapat dibuktikan

menghilan
getahud” d

berdasarkan ilmu per

V11112010

70 galinan BEF
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menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya

sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di I
uar

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan

berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekmologi dan/atau alat bukti lain

menrut  ikum  mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan

perdata dengan keluarga ayahnya”’;

Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya,;

Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik

. . : 71
Indonesia sebagaimand mestinya.

yU-VIIL2010, him. 37

\___//kam NomOf 46/P

Berkas Per

71 Sahnan
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Q‘\f\r\{i V'/ Y
S VorER el Y,
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ANALISIS PUTUSAN MAHKAM\}#%NES;”HTUS
I

NOMOR : 46/PUU.VIII/2010
A. Analisi
isis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah K
onstitusi

dala P 4 V 010
m Perkara Nomor 0 6/PUU. 1mi/2 10 tentang Kedudukan A k
nak Di

Luar Nikah
mah Konstitusi nomor 046/PUU.VIIL/2010 dari
r

Hasil putusan Mahka
chtar alias Machica binti

yang menyatakan bahwa anak

H. Mochtar Tbrahim dan

pemohon Hj. Aisyah Mo
nadhan bin Moerdiono,

Muhammad Igbal Ra
an bin Moerdiono adalah anak sahnya

mmad Igbal Ramadh

bernama Muha
yah Mochtar alias Mac

dari perkawinan antara Hj. Als hica binti H. Mochtar
aki-laki bernama

perkawinan yang tidak sah menurut

Drs. Moerdiono, walaupun dalam

Ibrahim dengan seorans I
bal dilahirkan dari
tersebut tidak dicatatk

punyai hubungan keperdataan

hal ini Muhammad 1d
ena perkawinan

ammad [gbal mem

an di instanti terkait.

hukum positif, kar

akan pahwa Muh

Dan menyat
dengan bapaknya.
Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan alchiir
nguji Pasal 2 ayat (2) UU

mohon dalam me

rmohonan pe
ohon dalam menguji Pasal 43 ayat

berupa menolak p€
gabulkaﬂ per
Undang'Uﬂda

mohonan pem

1/1974 dan men

onstitusi telah tepat menolak

(1) UU 1/1974 terhadap
K

uii pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

permohon




Perkawi
inan nomor 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945, y itu P
, yaitu Pasal 28B
L
|

a
yat(1) dan ayat(2) serta Pasal 28D ayat (1).
Bahwa Pasal 2 a
yat (2) UU Perkawinan m
enyatakan; “Tiap-ti
> p‘tlcw

perkawinan di
calat menurul peraturan peru
ndang-undan,
gan yang berlaku.”

Me
nurut pemohon dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) tersebut
ut telah
merugi .
rugikan dirinya, karena hak-hak konstitusional pemohon sebagai
ai warga
negara Indonesia telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28B ayat(1) \
yat(1) dan |

ayat(2) serta Pasal 28D ayat (1);
yuUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak

Pasal 28B ayat 1

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan y
ang

membentuk keluargd

.S‘a ’,'
Pasal 28B ayat o UUD 1945 menyatakan, “Sefiap anak berhak atas

fumbuih, dan berkembang  seria berhak atas
dom diskriminasi’.
45, yang menyatakan “Sefiap orang

kelangsungan hidup,

perlindungan dari fekerasan
pasal 28D ayat 1 UUP 12

jamiﬂa ’ dan kepastian hukum yang

cama di hadapan hukum”

h Mahkamah Konstitusi ini sependapat

berhak atas pengakuan,
adil serta perlakud’ yang

diambil ole
Rakyat (DPR), bahwa tujuan

pencatatan
awinan;

nistrasi per

2. Jaminan memPero'” ahak 117 (memperoleh akta_kelahiran,
dan lain-lain);

|

1. Untuk tertib admi

TP, membuat =

membuat K
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3 . .
. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;

4. M ; .
emberikan kepastian terhadap status hukum suami,istri maupun anak
> ana ;

5. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan ol
oleh

adanya perkawinan.72
Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai

purut peraturan perundang-undangan adalah

pencatatan perkawinan me

mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Penjelasa
' n

a 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip

umum angk

perkawinan menyatakan,
adalah sah bilamana dilakukan

agamanya dan kepercayaannya itu;
perkawinan harus dicatat menuru’t
em,,dang—undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap

peraturan P
e ks dalah samA halnya dengan pencatalan peristiwa-
kaw seorang, misalnya kelahiran

peristivg penting dalam kehidupan sé
I-sura%keterngan, suatu akte

kematian yans dinyatakan dalam sura
] yar pencatatan

yang juga & uat dalam SN
Menimbang bahwa pencatatan secara administratif yang dilakukan

a dimaksudka
4 akibat hukum

yang sempurna
ak, sebagaimana diatur dalam Pasal

dan di samping jtu tiap-tiap

n agar perkawinan yang bersangkutan, yang

yang sangat luas, di kemudian hari

oleh negar

berimplikasi terjadiny
dengan suatu akta otentik.

dapat dibuktikan deng®” bukti

_usul an

Seperti pembl‘k"i
.usul anak tidak dapat

55 yu 1/1974 ¥2"8
dibuktikan denga" akta otent!
dengan putusa?

. \omor 46/PUU.VIIL/2010

J . mS] I
] ! Kogstl r 1 Tahun 1974, him. 29

|
|




i tidak lebih efektif dan efesien bila dibandingkan deng
an

demikian past

adanya akta otentik sebagai buktinya.

Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU

Pe :
rkawinan, merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suat
u

Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta

bentuk formal perkawinan.
perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jamina
n

perlindungan hukum untuk

an putusan Mahkamah Konstitusi yang

kepastian hukum dan setiap perkawinan. ”*
Penulis sependapat deng
menolak permohonan pemohon karena pemohon telah beranggapan keliru

dan tidak berdasar.

penulis, Berkaitan dengan pencatatan pernikahan, pada

idak secard konkret mengaturnya. Pada masa

awalnya hukum Islam U
at belum menge
dilakukan hendaknya dihadiri saksi dan

nal adanya pencatatan perkawinan

Rasulullah dan Sahab
jkahan yang

ada khalayak ra
gingkaran telah terjadinya perkawinan

hanya saja per?
mai melalui walimatul 'ursy dan

di ‘tlankan (umumkan) kep
gihan atat pen

apabila terjadi perseli
75 sebagaimana hadits dari

kup denga? alat bukti persaks;an

pembuktiannya ¢!

‘Aisyah berikut;
’ . - ' . » R -
uﬂywywbgﬁijd#‘ﬁw‘&wﬂm
e OF wm;u; y_)‘ée‘g%‘&:"éz’JO‘: ol Cpalls e
o
LS 132 | gile ] 8 plis s 4o FAPR
| g2 2 s el
- — UU.VII2010
74 Glinan putusan Mahk;f;'aghur an & su ,Su Kamemporer (Yogyakarta: eLSAQ
75 Abdu

Press, 2011), him. 283




«  ymumbanlah pernikahan ini dan pukulah rebana” (HR. Tbn
. Tbnu

Majah, hadis no. 1885).
onesiaan, walaupun pernikahan yang tidak

Dalam konteks keind

dicatatkan dinilai sah menurut hukum agama, namun perkawinan terseb
sebut

atkan dosa bagi pard pelaku-pelakunya karena melanggar

dapat mengakib
eh Pemerintah (Ulil Amri).  Al-Qur’an

ketentuan yang ditetapkan ol
p Muslim untuk menaat

m Allah SWT. Dalam hal pencatatan

memerintahkan setia i Ulil Amri selama tidak

gan hukum—huku

bertentangan den
rtentangan tetapi justru sangat sejalan dengan

tersebut, ia bukan saja tidak be

semangat al-Qur’an.76
h dan para pemangkunya (ulil  amri)

Keberadaan pemerinta
ur’an yang sangat populer sebagai berikut”’ :

dilegimitasi melalui ay2t al-Q

-
9,7/

sl § FESE ok

. z P

"),-’5 Y % < '§| .}:J;

£ 51 /u)
)ﬁ""’q> T

waatilah Allah dan taatilah Rasul
rans Kezfmdian Jjika kamu berlainan
7 il Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al

kamu benar-benar beriman

n sesuaf » .
pendapa;;‘;”’; e sunnahmy®: ' be
) kemudia”- yang demikian itu lebih utama

periman,

: _orang Y8

Qurar) &0y dan hari ni
I;;padau)A dZn lebih baik ibatnya. (0S- an-Nisa - 59).
aglm

. 283 ) Konsmusi yuD 1945 Perspektif Islam, (Jakarta:
1 Sll > )

h
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Perubahan
terha
dap sesuatu termasuk institusi perkawi
inan dengan

dibuatnya
ya UU atau peraturan lainnya, adalah kebutuha
n yang tidak bi
isa

dihindark
an d
an bukan sesuatu yang salah menurut hukum Is}
slam, karena

bertuj
rtujuan untuk kemaslahatan umat.

Keharusan mencatatkan i
perkawinan dalam huk
um Islam di-gi
-qiyas-

persoalan mudayanah yang dalam sit
ituasi

k
an kepada pencatatan dalam

 untuk mencatatn 78 ini di
ya. Hal ini didasari oleh Firman

tertentu diperintahka

Allah dalam Surat al-Bagarah ayat 282;

9, £ > [
"G Zay ;2 1 Ll LE 5 e 2 s |
A N a,.....é?b ‘Jl~.u'- MY PR b £
) . W}"L? 59& - (\‘-3‘-1—’ |.>,‘| ,}L-O‘; /'__j‘l‘ ,fc‘l::
C >,
C’f:r-:‘) J?/Lr,‘ -

kamu bermu'amalah tidak

ng berimarn, apabila
kan, hendaklah kamu

“Hai orang-orarng ya
; untuk waktu  Yang ditentu
orang penulis di antara kam

/4

2 hendaklah sé
dengan benar. n79

secara tunal
menuliskannya—
menuliska"")’a

ahan menurut hemat penulis sesuatu yan
8

atatan Pemik

bagl kelaﬂgs‘m
ga, status/ kedudukan anak dan

Jadi penc

ak positif

gan generasi manusia, terutam
a

membawa damp
ketika terjadi rumah (275
n dari terjadinya kumpul kebo.

kejelasan nasab serta menghind?’ ka
Untuk jtulah, pahwa pencatatan skad nikah hukumnya wajib,
a diwajibka” dalam akad 14 amalah. Kesimpulan hukum
_perempuan pezina adalah

abi, “perempuan

sebagaimana JUB
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yang menikahkan dirinya (dengan laki-laki) tanp
a

perempuan-perempuan

a’at b .90 W . g .
ukti” (HR. Tirmidzi). Sebagaimana dijelaskan bahwa alat bukti t
1 tertulis

da i T

adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat

pernikahan.  Dengan

kemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat
a

terhindar dari mudharat di
memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terut
, terutama

ng shahih dalam pengadilan.so

sebagai alat bukti pali
¢ di atas, menurut penulis yang terjadi

Berdasarkan uraian tersebu
idak terkait dengan masalah konstitustonalitas

terhadap para Pemohon adalah t
g-Undang a quo yang dimohonkan

an norma Undan

keberlakuan materi muat
rkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap

t, akan tetapi be

untuk diuji terseby
yang perlaku yan

rundang-uﬂdaﬂz‘éam g dilakukan secara sadar dan
pat diketahui r

di atas, menurut penuli

peraturan pe
esiko akibat hukumnya dikemudian

nalar yang sepatutny? da
s adalah tepat jika

hari. Berdasarkan uraian tersebut
menyatakan permohonan para

ara pijaksana

Mahkamah Konstitusi sec
Pemohon tidak dapat diternma (niet ontvankelijk verklaard).
. Analisis  Putus?” Mahkamah Konstitusi  Perkara Nomor
46/puU.VIIL2010 (entang Keduduka? Anak Di Luar Nikah
Sebelum hakim memutuskan perkara, terlebih dahulu hakim
.+ dilakukan ; .
mempelajart perk sebena™y? Hal inf & agar hakim lebih cermat
kan P orkarany? denga? benar sosuai dengan fakia yang ada.

nto, Nikah S 4P

s Happy SUS4

R,
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ambil oleh hakim sangat penting untuk

Untuk itu dari berbagai sumber yang di

ahan pertimbangan penetapannya.

menjadi dasar hukum danb

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon

telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai
agai berikut:

dengan Bukti P-6, seb
g-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

1. Bukti P-1: Fotokopi Undan

Perkawinan.
engadilan Agama Tangerang Nomor

2. Bukti P-2: Fotokopi Penetapan P
46det.P/2008/PA.Tgrs.

R komendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia
e

3. Bukti P-3: Fotokopi

Nomor 230/KPAVVIV2007 -
Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi
4 Bukj P-4 FotokoP' Surat 2
| | . AL/I1/2007.
: n Anak Indonesid Nomor 07/KP
Perlindunga . Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal
5. Bukti P-5: Fote
006.
Somasi tertangs?! 16 Oktbe? i M&M/K/1/2007  perihal
kop? Qurat Nomor 03/KH. periha
6. Bukti P-6 Fot0 007"
Januarn
Clarifikasi ter1ane8? 12
Undangan dan can Mahkamah Konstitusi Nomor
i na pu - . .
Sebagalm? s dalam diktum dengan bunyi kalimat sebagai
010 tert
46/pUU.VII/2
berikut : '
ara pemohon untuk sebagian
onanp
1. Mengabulka! Pe“mh
stitusi Nomo” 46/PUU.VIIL2010

:v-( "

¢ e
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2. P
asal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tent
ang

P .
erkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

T .
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang

menyatakan, “4 nak yang dilahirkan di luvar perkawinan hanya mempunyai
i

1a dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan

hubungan perda
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dengan Undang-Undang Dasar
1 menghilangkan hubungan
an ilmu pengetahuan dan teknologi

sepanjang dimakna perdata dengan laki-laki
t dibuktikan berdasark

yang dapa
purut hukum ternyata

mempunyai hubungan

dan/atau alat bukti lain me

hun 1974 tentang

. Pasal 43 a
ik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

n Negara Republi

Perkawinan (Lembard
publik Indonesia No

Tambahan Lembaran Negara Re
Jahirkan di Juar perkawinan hanya mempunyai

_ “Anak yahg di

mor 3019) yang

dan keluarga jbunya”, tidak memiliki

dengan jbunya

hubungan perdatd
nai menghilangkan hubungan

m mengikat se
perdata denga! [aki-laki yang da
teknologi dan/atat alat buk

sebagai ayahnya, sehingga ayat

kekuatan huku
pat dibuktikan berdasarkan ilmu

ti lain menurut hukum

n di luar perkawinan

uny
yang dilahir ka.

ternyata memp

tersebut harus dibaca,
punya dan keluarga ibunya serta

ng dapat dibuktikan berdasarkan ilmy,

patan alat bukti lain menurut  hukym,

mempunyi hubun

dengan Jaki-laki sebag?




darah, termasuk hubungan perdata denga
1

m .
empunyai  hubungan

keluarga ayahnya .82
Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak y
ang

winan adalah mengenai makna hukum (legal

dilahirkan di luar perka
dilahirkan di luar

bih luas perlu dijawab pula permasalahan

perkawinan”. Untuk memperoleh

m ] «@
eaning) frasa “yang

Jawaban dalam perspektif yang le

terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

miah, tidaklah m
yum dan spermatozoa baik melalui hubungan

a lain perdasarkan perkembangan

ungkin seorang perempuan hamil tanpa

Secara ala

terjadinya pertemuan antard 0
seksual (coitus) maupun melalui  €ar
n. Oleh karena itu, tidak

yebabkan terjadinyd pembuaha

teknologi yang me”n
2 hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari

tepat dan tidak adil manakal
i {kahan hanya memiliki

elakukan hubungan

hubungan dengan P
n Jaki-laki yans m

tidak adil pula jik2 hukum membebaSka
seksual yang menyebabkaﬂ terjadiny? gehamilan dan kelahiran anak tersebut
ya sebagd! seor papak dan persamaan dengan itu
sebut sebagai bapaknya.

adap Jelaki ter

pangan teknologi yang ada

hukum meniadak
rkem
Lebih-lebih manakala berdasafkaﬂ pe |
wa georang anak 1tu merupakan anak

at gibuktika”

memungkinkan dap
3

) 8
dari laki-laki tertentt-

. nomor 467 VIL/2010
Konst: ]’32 o pUU.VIII2010. HIt 34-35
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dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan

Akibat hukum

dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan

yang didahului
an hukum yang di dalamnya terdapat hak dan

seorang laki-laki, adalah hubung

bal balik, yans subjek hukumnya meliputi anak, ibu

kewajiban secara bertim

atas, hubungan anak d

Berdasarkan uraian di
a adanya ikatan perkawinan, akan

|
Q sebagai bapak tidak semata-mata karen
a hubungan darah antara

pembuktian adany

didasarkan pada
k. Dengan demikian, terlepas dari

n 1aki-laki tersebut sebagai bapa

tetapi dapat juga

anak denga
anak yang dilahirkan harus

soal prosedur/administ
emikian, maka yang dirugikan

_Jika tidak d

]Jindungan hukum
padahal anak tersebut tidak

mendapatkan per
‘f

ya. Anak yang dilahirkan

adalah anak
i luar kehendakn

rannya
gkali mendapatkan perlakuan yang

berdosa karena kelahi

elasan status ayah gerin
¢ Hukum harus memberi

tanpa memiliki kej
di tengah—tengah masyaraka

tidak adil dan s1ig™4
yang orang anak

adil terhadap status se

termasuk terhadap anak yang

perlindungan dan ke
a padanya’
masih dipersengketa.kan.84

yang dilahirkan dan b

at (1) Undang-Undang Perkawinan

| 43 ayat 1) UU Perkawinan

. pahw2 pasa

ar perkawinan hanya mempunyai

dapat dijelaska
bunyd’ s bertentangan dengan

m wgqnak Y ,
enyatakan: A dan peluarg®’

hubungan p

\_//
ankama?

84 Sallnan Plll“san
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laki-laki :
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan da /
n /atau alat

m ternyata mempunyai hubungan darah deng
an

bu . -
kti lain menurut huku

a ayat tersebut harus dibac

perdala dengan ibunya dan

a “Anak yang dilahirkan di luar

ayahnya. Sehingg
keluarga

perkawi
kawinan mempunyai hubungar
ki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan

ibunya serta dengan la
) teknologi daw/atau alat bukti lain

pengetahuan dar

berdasarkan ilmu
bungan darah, 1€

rmasuk hubungan perdata

me
nurut hukum mempnydi hu

85

dengan keluarga ayahnyd g
g berkaitan dengan

kamah Konstitusi persifat final yan

Putusan Mah
74. Oleh karena itu, putusan

yuU Nomof 1/19

sebagal Undang-undang sebagai

i -
i materiil Pasal 43 ayat 1

Mahkamah Konstitusi ini b rlaku
substansinya general tidak ndividual sesual pasal 56 ayat 3 jo pasal 37 ayat
K onstitus

g Mahkamah
miliki kekuatan memikat

ah Konstitt
i3 seja

1 Undang-Undan
si tersebut M€

K diucaPka“ dalam sidang terbuka

anggal 27 Febmari 2012 sesual pasal 47 UUMK. Dan
a Pasal 43 ayat 1 dan Pasal

amah konstitusi ini,

untuk umum pada

diterbitkan putusan M2
san dalam UUP  harus

an hukum m
kum putu

berdasar garakter hukum
. kum Pefundang_ul,l dangan

kekuat

100 KHI tidak memiliki
Makna da" implikasi hu
UUP, sesuai hukum

mn
empergunakan

agama, karena yupP %
. iNom0f4

Konstit®
san Ma"kaﬁhamamg“"g'gmd
b

oditag ™

85 galinan PutY
8 | jhat : WWY
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n secara materiil pluralis, sehingga bagi setiap agama

bersifat unifikasi da

d
apat membentuk hukum bagi masing-masing pemeluknya.

at (1) Undang-Undang Perkawinan bertujuan

Pengubahan Pasal 43 ay

untuk :
gan darah antara anak dan ayah

1. Memberi legalitas hukum hubun

biologisnya.
ang adil terhadap setiap anak yang

2. Perlindungan hukum dan perlakuan ¥

dilahirkan.
ak dan ayah piologisnya.

3. Hubungan perdata antara an
pai anak berumur

beri nafkah terhadap anaknya sam

4. Kewajiban ayah mem

adanya hubungan

dewasa.
adalah

Dampak Yyané paling
ari perkawinan yang tidak

g anak yans ahir bukan d

Hubungan

keperdataan antara seoran
ahir dari pernikahan siri.

sah dan bagi istri serta anak Y275
i pe kawinans tapi bisa melalui hubungan

i dan ilmu pengetahuan‘

ak harus MY
kan denga

keperdataan tid
n tekhnolog

darah d'bukti
yang dapat d! . Juar nikah membawa

Putusan Mahkamah ko
implikasi di masyafakat sebag?d
Nomor 46/PUU.VIII/2010

al yang mem
Juar perkawinan

1. Hubungan nasab
Dalam putusan i kek
— fin punyai kekuatan

iP

telah ditetapkan dan seba5” o pirkan di

ynak Y dilah’

(13 ’
a dan keluarga ibu

ahwe
p i

nya seria

kat.

hukum mengi

mempunydi




yang dapat dibulktikan berdasarkan ilmu

dengan laki-laki sebagai ayahnya

pengel.

getahuan  dan teknologi dan‘ata alat bukti lain menurut  hukum
mem ;

punyai  hubungan darabh, (ermasuk  hubungan perdata dengan

keluarga ayahnya ¥
m Kompilasi Hukum

yang terdapat dala

Menurut Hukum Islam
00 yang menyatakan “Anak yang lahir di luar

Islam, terutama Pasal 1
igan ibunya dan

(bungan nasab der

e ’
perkawinan hanya mempunyai h

ab ayat 3 menj

Al-Qur’an surat al-Ahz
.. LTz ) 2250 -y s -
i g i PR i e 725
4 PR ., ©
o azs £ AT ik o 55 5
WSV 5 o)
jtu) dengan (memakat) nama

“ -ana angka“

bpanfgbdah Z’e erlfka(a’:;l;a yang Jebih adil | pada sisi Allah, dan jika

apak-bapad etc’ﬂmi ak—bapak mereka, maka (panggilah

kamu tidak engeta”  sail jaramit ceagama dan maula-maulamu.

ereka sebag®) % cmu ,e,ha apa yang kamt khilaf padanya,
q atas™ ang IS -engaja oleh hatimu. Dan

Dan tidak adda - 2) ap
tetapi (yarg ada a0% g— dan Penyadyarg
adalah Allah P eng 5 b 18 rsebut, anak selalu bernasab

Dari ayat > S
. Satu—sa fun ang hanya bernasab

ya anak Y
Maryam, karena Nabi Isa

hnya secard
[sa biP

kepada ibuny2 saja, hany?
' g pelum pernah tersentuh de”
ryam yan

kepada aya
gan laki-laki.*’

dilahirkan oleh M2

or 46/PUU- VI11/2010

87 21 , Per yhawinan Islam di
. Salinan Pm]l,[lsaﬂ [lam: it~ ival, Hukﬂ 01D, him. 244 i Indonesia
c Kompilast ©' ©g W ardﬂh A
Peyy, g wasma® © po Gitif- (Yogy
andingan figh dan

wkt!™
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Mahkamah Konstitusi diatas, antara anak dan

Konteks dari putusan

a sebatas hubungan perd
biologisnya untuk bertanggungjawab

ata. Dalam hal ini sebagai

ayah biologisnya hany

hukuman kepada seorang ayah

ampai 12 berumur dewasa.

memberi nafkah kepada anak s

2,
Hak mendapatkan nafkah
atas menyebutkan

am putusan Mahkamah Konstitusi di
unyal hubunga
kan melalui golon

n nafkah sampai dianggap

Karena dal
n keperdataan dengan ibu dan

bahwa anak tersebut memp
b yang dibukt

ut mendapatka

gan darah sebagai

keluarga ibunya serta aya

ayah biologisny2 maka anak terseb

umur dewasa.

3,
Hubungan waris, dan
ecard hukum Islam, anak mempunyal

anak digolongkan sebagai ahli waris
putusa? Mahkamah Konstitusi diatas,
hubungan perdata

Kerabat (Nasab)- mpunyai
me

bahWa anak ter sebUt tersebut
Karen? status PE7

an nasab-
& idak dicatatkan

bukan sebagai hubv"
tidak sah menurut hu

tidak mendapatka” harta ¥
n kepada seseorang

- Perwalian.
wakil untuk

Perwalian ada
efbl)ata‘n

hukum.

untuk  melakuka? ng B
8
nak Y kan perbuatan

n atas nam
asih hidvuP !

kepentingan da

yang m

atau orang tua

h




M i
asalah perwalian telah diatur dalam Undang-undang No.1/19
1/1974

sal 50 UU Perkawinan ayat

(1) Anak yang

tent .
ang Perkawinan dan KHI. Pa
18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

b
elum mencapai umur
ak berada dibawah kekuas

aan orang

me}
angsungkan perkawinan, YanE tid
i () perwalian itu mengenai pribadi

ah kekuasaan wall.

tua’ berada di baw
un harta pendany

a. Garis hukum mengenai

ana
k yang bersangkutan maup

ur dalam pasal 107 sampai 112 KHL”

perwali .
alian secara rinci diat
kawinan sirl, membawa

Putusan Mahk

imolikac d; .
plikasi di masyarakat antara 1210’

inan dan status anak
an suami istri melalui bukti otentik

tentang perkawiﬂa

hukum seorang anak

aspek
gsungkan suatu

telah melan

iakui pemerintah, sehingga

force) Oleh karena itu,

m (no le. ga
pahkan dianggap

pernikahan,

tidak mempunyal

but ti
. . d91
tidak pernah ada/never oxisted: |
 yehefd . mi yang termuat
i ber! pen elasan €5
2) i di
) dan

Pasal 2 ayat (
No. !

perkawinan terse

‘elasan uymt
di lndonesia, (Jakaria: Sinar

dalam penj
fd ata ]Slﬂ

m Fe

5, H -
Crafik, * H. Zamuddl ati. M aan & ndone*'?
2007), him. “l il Pe”“”w
N ary ME:
gyakarta: Pustaka P

kl/’”

el Ja 2()]0)1




berbunyi a

nyi. ] a s -

y Bclhlld suaftu p(:r,’amwnaﬂ adalah sah bilamana dilakuka
HKAR

anya dan ice;mrcwvannya itu, dan

menur
rut hukum masing-masing agam

vinan harts dicatat menuril peraturan

disampi ;
mping i tiap-tiap perkay

an yang perlaku.

perundang-undang
muat dalam pasd

| 2 ayat (1) dan (2)

Rumusan peratural yang tef
aturan hukum, bukan

ami sebagal satu kesatuan

Artinyd ayat (1
arena 1tu, sebuah pe

diatas, harus dipah
) tidak perdiri sendiri dan

ang terpisah:
rkawinan

ketentuan aturan 'y
Oleh k

ak berdiri sendiri.
m agama da

a ketentuan

ayat (2) juga tid
n negard bilaman

nurut huku
sanakan ayat

a D
kan menjadi sab me
aksanakan. Dengan melak

uhi dan dil

dak sah,

arena perkawinan tersebut tidak

claksanakan ayat (2)

kedua ayat itu dipe”

n menjadi ti
an hanya ™

(1) saja, perkawina
u bertentangan dengan

a deng

gawinan it

dicatat oleh negard
saja, tetapi tata card
b disebutkan dalam ayat (1),
ukum masing-masing agam?

| 2 ayat (1) dan ayat (2) ini

maka perkawina? itu
asalah status anak

dilaksanakan secara !
sirri disebutkan

tusan
atau nikah
rut hukum positif.

hasil dari perkawinan
k

tersebut berstatus and
tidak

bahwa anak
pencatatan

1 an sua™ sttt lui
. disahka“ melalt!

. Hak dan kewal
an hak dan

hadap kejelas

mempunyai akib ; kejelasan terhadap hak anak, dan

kewajiban masing’
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k mendapatkan hak-hak sipil masyarakat dalam layanan

bisa mendapatkan akte

kejelasan untu

kelahiran dan

publik, misalnya anak tidak

Sebagainya”
ah sirri tidak perhak atas nafkah, dan jika suaminya

Istri dalam nik
a tidak perhak men

dapatkan warisan dari

meni : ..
eninggal dunia, maka dia Jug
peninggalan suaminya.”

an terhadap anak.
b dengan

. Hubungan keperdata
yai hubungan nasa

anak mempun
if, anaknya hanya

rut pandangan hukum posit

Menurut hukum Islam,

dangkan menu
a dan keluargd ibunya.”?

bapaknya. Se

diatas bahwa, pDalam putusan

mempunyal hubungan
10 telah ditetapkan dan

Seperti yans telah

Mahkamah Konstitusi

sebagai putusa’ final

Bahwa “Anak ya"8 dilah

perdata denga? ibuny?

1ya yang

t
sebagai ayaht dap?
gai 4y i Jain men

ald
atav N > p ordat dengan keluarga
t
hu termﬂS"
bungan darah. a0 Mahkamah
U
ayahnya",” Artiny2 datam P . jak dicata!
il per )
hir dan hasxl P ; - puny? dan keluarga ibu
an €

dan teknologi 4"
Konstitusi tersebut jalah
atau nikah sirr,

nya serta

anak yang 12

ubungaﬂ

Pre
Ss, 201
l), him. 292 o, Nikah

93
Happy "%,
o pid. HIm- 22 o e Ko
5 gylinan PulUs”
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enurut

dengan bapaknya Yang dapat dibuktikan dengan alat bukti m

hukum.
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hakim Mahkamah

A
. K .
€Simpulan

KO
nsti 1
1tust dalam memut
k berhak atas

Uuub

113 o
n, “Setiap and

dari
fi Pasal 28B ayat 2
berkembaﬂg serla perhak atas

kel
angsungarn hidup,

perli
indungan dari ekerasar /
aki-laki sebagal bapak tidak

engal
akan tetapi dapat juga

semata-mat orkawina™

didasarkan pada pembuktia ha Jarah antaré anak dengan

. papak- penga? demikia terlepas dari soal
ang dilahirkan harus

laki
RE
laki tersebut sebagd! 8
anak

pros
edur/administrasi

me
ndapatkan perlindunga"
il t.erhada

dilahirkan d
dilahi
ilahirkan meskipu?
2
. Pasal 43 ayat 1 UU Tahun
or b T
e diTHEAT P

N
egara R1 T ahun 197

3
019) yang menyatakaﬁ,
Jatd derg”
: gdlmak a

mempuny ! hi:bungan pe
i a
Kekuata? puko?”? meﬂglkat sep

memiliki
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_laki yang dapat dibuktikan berdasarkan

hu
bungan perdata dengan laki
at bukti lain menurut hukum

ologi dan/ atat al

il
mu pengetahuan dan tekhn
a, sehingga ayat

te
myata mempunyai

« Anak
1ya dan keluargd ibunya seria

1g dapat dibuktikan perdasarkan ilmi

t
ersebut harus dibaca

me . ]
mpunyai hubungan perdald dengan ibut

ayahnyd yar
yurut hukum

d

engan laki-laki sebagai

dan/ a1e! pukti fain yang meé
Perdaia dengan

khnologi
astik hubungan

pengetahuan dan te

m
empunyai hubunga?? darah. ferm

k
eluarga ayahnyd”-

U1 materiil pasal 43 ayat 1

Mahkamah Konstitusi
Substansinya general, 1
titusi.
. Kons
yat 1 Undang_Undan memikat

Putusan Mahkam?
Indorxesia se)®
. . pasal 47

R
* S
aran-saran s
nsigten9teg

1. Bagi hakim pendak? .
me™*

putusan suatu per




i dalam

2. Bao;
- Bagr mas
yara i
kat yang mencart Kkeadilan hendaknya lebih hati-hat

melaksan -

akan suz i

n suatu permkahan, Karena pernikahan yang tidak dicatatk

atkan

ki kekuatan hukum dan anak hasil dari

i tidak memiii

a mempunya

dta -
u pernikahan Sir
i hubunga? perdata dengan

pernik -
ahan sirr tersebut hany

ngan nasab.

ayal
nya, bukan sebagal hubu

C
Penump

Dengan memanjatl-;an puji Y
at dan ridha-Nya

Penoac:
gasih dan Maha penyaya’®

Skr' .
’DS] I
ini bisa terselesaikan.

Penulis sangal

ter
at -
as, semua itU yarend X
kesalahﬂn

Penu z
lis Oleh karen? itu, @
enghar2PK®

. ini, penulis safl

p .
enulisan skrips

Pembaca. Amin
Allab 5

Dan hany2 kepad?
yaﬂgt

Al
ah SWT selalt mem
PurWOke
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yang dilahirkan di muka pumi [ dipersalahkan

emikahal yan gitempu kedua orang tuanya

a agama- Dan, anak tersebut

cara P
ut ketentuan n
dan wajib diperlakukan sama di

ai
mengasuh dan
diskriminatif karenad

berbeda tetapi sah Meé
adalah anak yangd ° h

hadapan huku™:

ya yu Perkawinan
jahir dari sebuah

diundangkann
ang

ua
Kenyataanny?@ mak dar anak
erkawirlan dan ;
dianggap sebagdl anak d

berkaitan pencatatan P
. dicatatkan'
yangd t
a memp .
, keﬁdakpasﬂan

perkawinan sehil’lgga a
. membenka
ceadilan Y2 u

ibunya. Kenyatad” in
usik P€
mengganggu se an pe ohOl"l
masyarakal sehingga m Jonia | anlah suatu kehadiran yang
ohon ke & hubunga” kasih-sayang antara kedua
amun akibat dari ketentuan

Kelahiran an2k ;
. geb2d

pab. 147 = dan suaminYa) , '

menyeba kan suatu keti akpastian

a Hal tersebut telah

i luar

Perkawinan

eng®" h i asal usulnya J
etahu! - . Juga
hukum hubungaf‘ , untv end - S
5ﬁtus'0” dap @ dikarenakan tidak adanya
terh? di dunia- Tentu saja hal

me hak kon ,
langg3" Sikis ¥ any
egbal hadlfan :
utan dan ketldaknyamanan

menyebabkan
- pap? ™
. mater atau finansial,

m‘ Kefug
upan pemohon serta
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n dan pemeliharaan anak. Hal

am UU perkawinan yang
n Pemohon

angka pengasuha
an dal
kum atas permkaha
tersebut. Akibatnya, pemohon
perikan nafkah lahir

.untuk membiayai dalam '
Tal i
i dikarenakan adanyd ketemu

menyebabkan tidak adan
dan anak yang dihasilkan

1dak bisa menuntut
rasa keadilan di

dan batin serta biaya unt
k konstitusional

Uy Perkawinaﬂ
h memasung ha
untuk memperoleh

Pemohon sebag@
ketakutan, dan
h Van

m dan
anaknya. Bukanka

Rechtswetenschap in

kepastian huku
diskriminasi terkait pemika n
/ncleiding tot:
adalah untuk mengatur

Apeldoorn dalam pukuny?@
pwa yjuan
kedamaian.

Nederiand menyatakal
pergaulan hidup secard

Kedamaian 0 antara

enghendakl
h hukum dengan

tertentu yaitu
[ain sebagainya
pentingan

ole

melindungi
K merdeka@™ e
. Kepent”
angan satu sama lain.

n menyebabkan
leh hukum

kehormatan,
terhadap Yan9d
golongan- -golonga” manus? "
. an,kepentmgan
n keselmbangan antara

Pertentangan K€ pe
o sa
pertikaian dan kacauan an déen an M ad
ang harus memperoleh

tuk lllenC!ptak . ' i dl ma“
. Ape ganta’ fimu

kepentingan yand - nya (V2"
memad' hade sudie 5 Het Nederla
Cet. v, 1958, hal. 13)-

. selalV aka
alau tidak diatur ©

sedapat mungki® n y2 ,
/ncleid’"g N
dhoff'Ka"ff a
D 1945 salah satunya

Hukum, tenem maha?
dino Noof
dalam
at ditinjau dari teori etis

oleh Mr. Oetarid Sa
terrﬂaKtu d
hukum
gemata a-mata pertujuan

41161 ya .

ma konstitt . Tujue” a
h kum hany

ad alah per raturan tidak mungkin

tetapi dibuat untuk

pksu,

Nor

mengandund tuju?
(etische theo” rie) Y2 ah
adila” kele™"  jan 5

mewujudka”

elemahan fainnya
menurut teor ‘

k

dibuat untuk m
£ a @

utilitis (Uﬁ/lﬁes
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ukum pertujuan menjamin adanya kebahagiaan
yak-banyaknya. Kelemahannya

yang berfaedah saja. H
u individualistis,

sebanyak-banyaknya pa

ada
lah hanya memperhatikan hal-hal
tidak memberikan kepuasan bagi peras

. dan terlal
aan hukum. Teori

ebut yang dikemukakan

sehingga
selanjutnya adalah campuran gari kedud teori ters
O?eh para sarjand ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus
ditentukan menurut 442 asas, YAl keadilan dan faedah. Utrecht
menyatakan hukum pertugas enjamin adanya kepastian hukum
(fechtszekemeid) dalam pergaulan anusia- Dalam tugas itu tersimpul dua
tugas lain, yaitu harus enj in keadilan serta hukum tetap berguna.
Dalam kedua tug@® tersebut ersimpy! ula tugas ketiga yaitu hukum
bertugas polisionil (politionele taak val et recht) Hukum menjaga agar
datam masyarakat tidak rjadi main haki sendiri (eigenrichting).
Sedangkan wirjon© rodjodikor® endap?! tjuan hUkuT™ adalah
mengadakan keselam tan ia da@ tertib dalam masyarakat (Riduan
T _Pus Ka Kartini, Cet. Pertam
kan pen‘ela n tersebut. norma hukum yang
1991, hal. 23-26) gerdas?’ " konstius
an telah melanggar itusional yang
termaktub dat@m U perkaW"
i ole rnohon,
seharusnyd dldapatkan '
16 an tetah graikan tersebut, maka MK
. Berdasarkar sem-? @ .l.y dan muty perkara permohonan Uji
berwenang Y rnerlgajl' el 43 ayet perkawinan terhadap
an
Materiil pasal Yat ( @ sertd Pasal p ayat 1) yub 1945;
a
8 Pasal 28B ayat (1 dan " seb dan bukti—bukti terlampir
jura! e
®rdasarkan cemua hal yang telah d K K nstitus! agar perkenan
Maka omoh©” e
m dengan ini pemoho” " Lt
1e!'nbem(an putusan ceba ai berrkul-?ermomnan Ui Matenll pemohon untuk
+ Menerima dan meﬂgabuman
> seluruhnya; ) Jan 45al 5 ayal (N yu Perkawinan.
: ' asal 28D 2@ at (H Y
Menyatakan pasl 2 ayattﬁ) da ay?t @ = i yat (1) UUD
bert ay?2
e al 2 '
1 ntangar! pas 43 22 uy perkawinan tidak
545, dan pas?! kibat huk
3. M ayat @) 'katden ns |a akibat Y umnya,
enyatakan pasal Z n and mef‘g' outusan )
U : an Pu S ang sea
mempunyal keku? i ¢ 120 ka dim hort yang sead!
At .. endap ,
au jika Majelis Haki™ bé
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adiln

ya (ex aequo et bono).
a untuk membuktikan dalil-daliinya, pemohon telah
p-1 sampai dengan

[2.2
m 1 Menimbang banw
engajuk
an '
Buki P alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti
. sebagai berkut
un 1974 tentang

1
- Bukti P-1
; Fotokop! U

2
- Bukti P-2
Anak

2008/PA.Tgrs.
i isi perlindungan

3
- Bukti P-3 ' .
mof 230/K

Indonesia (o)
¢ Tandd penerima@
2 Nomor O7/KPA!/|I/2007.

perihal

Bukti
kti P-4 pengaduan Komisi
Bukti P-5

Bukti P-6

MA Selain itu, PemO”
ket 9. yang telah dideng@’ keterangannya .
eran . al 4 mel
“Sep gan tertulis dalam P
1 agai berikut: ng
. 535 me
Pasal 2 ayat (1) yu Pe ing agama dan
adalah sah jika o men
ke
percaya . . :
Nar yaannya@ , ayat( Perkaw' n yand menyebutkan tiap-
un keberada2" pas? undand
tiap perkawinan dicatat nﬂef'Urut naman 1
m . em3d ’ .
) engakibatkan adany ua P K epercaya masin
Jka dilakukan meny ; ag2™ uku'™ karen?
fidak ™ .
erKaW'nan ,
empelal

Perkawinan gimaksY
Dari am
ari perspektif huku™ i
Mme _jjab @
menuhi lIM3 rukd

W ..
anita, dua orang sa




s, kabur, dan kontradiktif dengan

n seseorang

pak pada pernikaha
|am tetapi karena tidak dicatat\/

awinan tidak jela

nan. serta perdam
rukun secara Is

4 p
asal 2 ayat (2) UuU Perk

p
asal 2 ayat (1) UU perkawi
{ dan

njadi tidak sah:
ebin lanjut pasal 43 ayat (1) WU

put hanya memiliki
bu. Pada akta

yang telah memenuhi syard

di

KUA maka pernikahannya me
sebut tidak sah, |
anak dari pé
an ibu

ai anak d

rkawinan terse
dan keluarga i
ari ibu tanpa bapak;

dikucilkan
hiriah

5. K
. Ka _
rena perkawinan {er

Perkawinan men

n
asab dan hubungan kekera

anak tersebut a
psikologis,

kerugian
an kesejahteraan la

kelahirannya,

6.
Anak tersebut jug9@ akan

masyarakat, kesulitan piaya P€
i pada status ana

dan keluarga ibunya
na anak yang
diskriminasi

k di luar

lainnya;
han yang

en an IbU

UUD 1945, kare

7.
Keharusan mencatatk
miliki hubung?@
B ayat )
dan

| .
nikah yang hanya M€

adalah bertentang2” denga” pasal kekerasan

seharusnya dilindung! f perbad?! bentlmtuam/?’l terlanjur

akhirnya tidak terlindUﬂQi hanya arend orand

perkawinan yang tidak gicatat -
 Iahir 92 keao®

8.
Dalam hukum Istam™ ana t
a. |$|am ! .
ifat individu- Se

beban dosa orand tuan
wu pinak
atu P kum |slam pers!
. gpal@ ibertanggung jawab

pelimpahan dosd dari S
dala™m hu
an
Quran Surat al-

elaksanakan

seorang

9. .
F"3rtanggungjawa1balrl pidan? : .
. n
tidak dapat menangg!” bef gaire" ginyatek@" daler A Smarl397; d
. gebd 125 . gurat 82" umar/39:7, an
terhadap dos@ orangd lain: 6164 gurat Fatin3% "
Isra'/17:15; S amam/o
15, urat @
zab ke ada b
Surat an—Najm/53i38? Jina yaﬂg hany@ pernd . p ibu
10 anak gawinan sah (yang telah
- e el
ksiam mengen?! konsmi’ puka’ an? ;hl ; awinan sah secara
andungnya. namun un)- ak yang . qerkait. tetap harus pernasab
memenubi syarat n ruk tkan d i sansl
Is : idak dic?
k lam, meskipul ti o y3 Ldops anak jika adopsi tersebut
N epada kedu@ pap2 d'|ar8”9 me'aKUKadenga“ papak: Jika anak yang akan
i
. Bahkan dala™m |slam ) anfafa anak oap3 kand ngnya. maka harus
sa an
memutus hubung®” e 259! rﬂuasal ’

diadopsi tid2K !
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diakui
sebagai -
gai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap

nikahan harus dicatat, tetapi

S .
ebagai anak kandung.
il amri (dalam

tkan bahwa per

a' untuk menaatu uli

12.D
ala
m figh. tidak pernah disebu
n Surat an-Nis

terd
apat perintah dalam Al Quran
roduk il ami);

s5¢ Dag"l o)
sal 43 ayat (1) UU Perkawinan

h
al im Undang-undaing
ngan pasal 27, pasal 288 ayat

13.
E:;i:': demikian. Pasal 2 ayat
2 o diskriminatif sehingg?@ be
Pasal 281 ayat (2) yuD
a|43 yat( y U

14,

Jika

Pasal 2 ayat (2) dan Pas
menghapusnya jugad menim mbutkan
m. harus dipilin dharat—nya yan

awinan mengandung

y Perk
dalam

madharat. tetapi madharat, maka
paling ringa.

k .
aidah hukum Isla

ermohonan _ pemohon. pemerintah

terhadaP P

ersidangan tand
| 18 Februari 2011
11, yand

gal 9 Februari

[2.3
1  Menimbang bahwa
care lisan
al 30 maret 20

a .
yampaikan keterangan
keterangaﬂ
. . ada a

201
1,
diterj dan menyampaika”
im
a Kepaniteraan Mahkamah Konstity®!

yatakan sebaga! berikut:
ai perorangan

]
. Po
kok Permohonan
ohon yan9 bef
o pendty
1974 tentan

Bahwa paré pem
- ermo on
or 1 78"
eba i perikut:

Nega
ra Indonesia mengd¥ m
_yndangd °
dand '” ada intinY

dan
P
(Y asal 43 ayat (1) un

a -
a Njutnya disebut yu pPe i,
- B keten

ahwa menurut P2 pe on tian
(1) Uy perkawina” me irnDule’ﬂln e Yo" perkaital denga

s 0 -
kerugian bagi para moho™ ' gari hasil P®
Perkawinan dan status huku™
P
emohon I P on telah
. a N
Bahwa hak konst:t sion ar N orm xum i J:Ia
inal

merugikan karend Pe kawlf‘ ke N° inan
ruku m. me’ erka ‘

n nikah dal? am | 1945 oleh Pasal 2
dalam Pasal 288

. uku” nike -

dilangsungkan se>
Uu perkawin@™ 3kibamya
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um ini berdampak ternadap status hukum

emohon | menjadi anak
pasal 34 ayat @)
ni sudah

Aki
ibatnya, pemberlakuan norma huk

yang dilahirkan dari perkawinan P

m dalam
uan diskriminatif i
ang anak di

anak (Pemohon 1)
di luar nikah berda
Undang-Undang perkawin

b
arang tentu menin
ah menimbulkan periakuan

Singkatnya menurut pemohon. ketent
hadapan hukum S€ takan pertakuan yang
ketentuan @ quo

yang tidak sama di
b'ers”at diskrimintaif, <, menurut paré "t (1) dan ayat @
dianggap bertentang?

serta Pasal 28D ayat (!
ukan Hukum (Led

muka hukum menjad

yuuD 1

I
| - Tentang Kedud
Berkai ukan
aitan dengan’ kedud sk d2 ot diterim?@ sebaga
I
vatd P . onan Pengujian Undang-Undang
mbuktikan:

Mak
a
agar seseorang atau S
m
alam per ,
g me elaskan

Memitit;

miliki kedudukan hukum ot
. u

aka terle dahv

terh
adap UuD 1945, M
m permo 0

a, .
Kualifikasinya dal2

51a
ak dan/atau kewenangan kon
h ber jakuny® :
nstituslona

dianggap telah girugikan ©'°
tau K€ e
an/a Jan gimon .
g-unde"? i di 2125 maka P
b ku perorangan wa

Kerugian hak d
berlakunya Unda"

Jika m atikan N2"
perr emper™ — atau an
ohonan ini memiliki kualt! nfatay kewe" kerug
Ndones; dz atau 3" apal
" esia, yang meng2 °
T
"Ugikan atas perlakuny?
Undang’

Sebana:
agai akibat perlakuny?
. ern"Oh
ufalan p
keW

] Bahwa dari seturul ataV

"9gapan kerugia" hak 92"

terh . buke”
adap diri para pemo®”

be

Makunya Undang'Ur'

ke i oleh pe .

nyataannya yang dia : . tid2

Se

p:rang akidaki ¥2"9
"Syaratan sebagaimana d

A\
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kawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang

5P
asal 9, dan Pasal 12 UU Per
ka perkawinan Poligami yang

Pelaks
anaan UU Perkawinan. oleh karenanya ma

pat dicatat.
tentuan

an sesuai dengan ke
ohon | tidak

dila
kukan oleh Pemohon tidak d2

quo, maka Pem

Seandainya
rkawinan, dan

~ng-Undang a
pencatatan pe

Aukun
yang terdape
tus hukum perkawinan yang

ak
d_‘a” mendapatkan
lamin bahwa Pem

Sah d
an mendapat hak statys an
intah mel2 alui

Mahkamah Konstitusi
lebih dahulu apakah
kewenangan
an untuk

jelis s Hakim

Karena itu, Pemer
dapat membuktukan ter
K dan/atau

me
mohon kiranya parad pemohon
' ha
piha y yan gd|moh0nk

b
kenar sebagai
! Onstltus .
ionalnya diru kan @
ya dirug! k dan/atau

diuii
ji, utamanya dald™ me
suonalnY ang di

s perlakul a
. adany? kerugian ha
tentuan yang

pemerintah permasalahan

it dengan ma
Undang @ quo
engan

kew
enangan konstitu

iuji terse ebut.

dim
ohonkan untuk diY ut
nur

di atas:
da tidak terkal
yndang-

Berdasarkan uraian
emohon
uatan |"IOI'I'Tl
tetapi perkaitan d

Yan
g terjadi ternadaP parl - m
maten
akan etap!
perlaku yang

ko
Nstitusionalitas keberlak
divji erseP!"

_undanga” yang

salah

Ya .
' Ng dimohonkan untu
etiga
tidakpatuhan tern@d2? perat "™ F;amg sepatut™®
nalar

dil
akaKUKa” secara 52 ar
i . ri.
bat hukumnya dikem! nha® menuf t
ik Berdasarkan uraial a
| r
a Mahkamah Konstlt seca‘ ont\/ankem
a(f"et penuhnya kepada
a apakah para

Pe
mohon tidak d2P3! dite
tim | sta nding

a yand ditentukan

M Namun demlkla ' pe
3hkamah Konstitusi untu me nukun" (le9? iman
Pemonio ki ke uduk?” a quO sebad®
Pe n memil dang'undang n berdasafk utusan-putusan
Mo ian U7 mauP
honan Penguly o uU MK putusaf‘ Nomor 006/PUU- _|11/2005 dan
vidé
ahv! (

d

Malam pasal 51

ahkamah }(onsﬁtusi 7
Lu-vi2%° )

N
Utusan Nomor 11/

A
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- [ -
pemerintah atas permohonan Pengujian Undang-Undang

I
l. Keterangan

Nomor
or 1 Tahun 1974 tentand perkawinan
ntasi secara rinci

penje1asanlargume
hut di atas, dapat

Sebelum Pemerintah
pemohon terse

terh
ada Bl
p dalil-dalil maupun ang
ai perikut:
awinan

publik

mpaikan hai-hal sebad
974 tentang perk

or 1 Tanun 1

pasar Negara Re

A s
eécara umum Undang-Undaﬂg Nom

tid
ak bertentangan den

| .

ndbnesia Talin 1945
P :

erkawinan adalah cebuah pr

manusi ieni
anusia yang berbed? jenis k&'

inan dima
elah pihak

at, sehingga

Se
cara umum perkaw

m masyarak

K
eluarga yang lestari.
ing, dan salah satu

d
engan sendiriny@ diperluka”
m

enyatu menjad satu dalam

latar belakang keniduP?"
kehidupan ity

latar belakang
s.osiologi

Agama menurut ahli
Menciptakan integraSi' te
konflik. Karenany@ jika
semata-semata karen?@
mengharamkan adany?
persamaan agama lebih
harmonis, bahagdid

(antar agama) yang
harmonis, tidak pahad'
Perkawinan adalah sa
Negara yangd harus -

orang dalam terti

sebagaimana tercant

-g8 ayat

Pasal

Melanjutkan keturun?
engho

“Setiap orang wajl
pe

befmasyarakat.

-

tap!

tertentd saja,

kan jugad karena

melain
kal,

puah keluarga@ yang ke
aliran heterotheism

nganut
n, tidak
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terkandung kewajiban

hak-hak konstitu
in. Sehingga tidakiah

s hak- -hak konstitusional orang lain.
h negara tersebut dapat

nstltusnonal yangd
as—bebasnya oleh setiap karena bisa jadi

bsh i
wa di dalam sional tersebut,

penghormatan ata
mungkin hak-hak ko

dilaksanakan sebeb
konstit

diberikan ole
orangd,
sional akan melanggar hak

engaturan

alalkan:
paiaksanaan hak
tersebut

k . .
onstitusional orand

hak-hak konstitusiona
)y U uD 1945 yan

setxap oran
g dengan maksud

pelaksanaan
g wajib tunduk

sebagaimana tertuang

b u
ahwa “Dalam menjal2
undan g-undan

nghormatan a
ng adil sesuai den
dalam

nkan

kepada pembatasan yang dltetapkan
njamin pengd?d
enuhi tuntutan ya gan

s

emata-mata untuk men

untuk mem . .
anan, dan kete

kebebasan orang 12if dan

n moral. nllal«nnlan gama.
1945,

arakat demokrat!
an dalam m P2 asal 28J ayat 2) vub
amun pengaturan tersebut

Meskipun pengatur@” yang 9 uangk
gUfangi ke ebasan,
o] atau kepentmgan masyarakat
k mengganggy

ntingan n
o tit ional sese orang tida
|aksanaan hak

bertujuan dalam rangkad
nak kons* us
dan k

luas, yakni agar pelaksanaan .
hak konstitusion?! orang |ain- Sela";ekuenSl ogi
ke K up 1945
oqenaP bangsa Indonesia,
n umum,

SUatu masy

ewajiban negara
untuk membentuk

konstitusiona! terseb! (aan
Yang diamanatkan olen Pembu elindungi seg

nesid yand . memaj kan kesejahteraa
dalamnya

Pemerintah negar? In
darah
tusxonal

dan seluruh tumpa@ 3.

mencerdaskan kehid¥
si hak konst!

akan pagian dari upaya

Artinya bahw@ Pem i ¥
e
g ma al terseb b
melindung p bangsd

mengandund norm?@ Ay
u
Seseorang namu’ m randk®
yang dilakukan olen "
. Ka
Indonesia, untuk ™ M
. jain
kehidupan bangs2: an yaﬂg
cetenV” | pwind™
i etentuan a quo

Sebagaiman? h
74 ten
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rhadap pelaksanaan hak konstitusional yang

melindungi warga negara untuk terciptanya

sekaligus memberi batasan te
erti yand dicita-citakan dalam

semata-mata bertujuan untuk

t adil makmur dan seja
h karenanya pe

htera., seP
dalah suatu lembaga

nya S€ yang bahagid dan
i il dalam masyarakat

masyaraka
Pembukaan UUD 1945. O'€

yang sangat menentukan

a keluarg?@ yan
ntuk

indonesia menjadi

sejahtera, mak
yang terbentuk

tulah  yang akan membe
masyarakat yang adil, makmur. dan sejahtera- Jika l'<eluarga ! .
idak harmonis, tidak pahagia dan tidak sejahtera,
ia menjadi

adalah keluarga yang t
n terbentuk asyarakat jndones!

masyarakat yang

mustahil aka
h sejalan dengan amanat

sejahtera.
. erkawinan
Dengan demikian. mak | U bP ﬂemang n dengan yub 1945, karend uu
konstitusi dan karenany? tidak D€ » yatan Y29 mengurangi dan
a
Perkawinan tidak mengand ng ™ melakukan erkawinan. akan tetapi
n
men - . hak s€% orand ebuah perkawinan
anaiens naterd inan men atur bag?' ) eoran terpenuhi
undang-undang perKaW'hmgga ak-hak petitusion | ses g
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Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

jbunya dan keluarga ibunya’,
Negara Republik indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
ahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata

penget
mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

| 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19
hun 1974 Nomor 1, Tambahan

019) yang menyatakan, “Anak
nyai hubungan perdata dengan

74 tentang Perkawinan

« Pasa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta
Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 3

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempu
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

jpunya dan keluarga ibunya’,
kan hubungan perdata dengan laki-laki yang

sepanjang dimaknai menghilang

dapat dibuktikan perdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat

nurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai

ga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar
a dan keluarga ibunya

an perdata dengan ibuny
hnya yang dapat dibuktikan perdasarkan ilmu

ukti lain menurut hukum mempunyai

ta dengan keluarga ayahnya’”,

bukti lain me€
ayahnya, sehing
mempun yai hubung
bagail aya
gi dan/atau alat b

rda

perka winan
serta dengan Jaki-laki s€

pengetahuan dan teknolo

hubungan darah, termasuk hubungan pé
in dan selebihnya,

n ini dalam Berita Negard Republik

memuat putusa

mestinya.
waratan Hakim oleh
merangkap

Anwar Usman.
masin sebagai

J 5 belas 92 duemr ¢

a har! Jumat,

tahun dua ribY P2
um )
Konstitusi terbU® untu 0 etas, olen sembilan

Februari, tahun 42 ribu
Mahfud MD.. selak!
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Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil
dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan

h Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
dan Dewan

Mochtar,

didampingi ole
a Pemohon dan/atau kuasanya. Pemerintah atau yang mewakili

par
Penwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Woh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.
Achmad Sodiki Maria Farida Indrati
ttd. ttd.
Harjono Ahmad Fadlil Sumadi
ttd.
ttd.
Hamdan Zoelva
Anwar Usman
ttd.
ttd.
Muhammad Alim
M. Akil pochtar
URRING OPINIOM)
6 ALASAN BERBEDA (CONC "
| i - i drati mé
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kamah " " orikut
Terhadap putusan opifi ). sebaga be | i
alasan berbec® (eer /1974 gdalah «  jkatan Jahir D@
1 .
enurut P2 1 UU i st Jengan tujuan
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membentuk kel
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: an Yang Maha Esa”, sedan
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Pasal 2 yarat sahnya perkawinan
dilakuk UU 1/1974 menyatakan bahwa: 221 (1) “Perkawinan adalah sah, apabila
ukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepemayaan;ya it
itu.”

Sement a “Tiap-Hi
ara ayat (2) menyatakan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.
n Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan
a pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat
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pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya
dividu dan anpa dilindungi oleh

yang memiliki kekuatan pemaksa.

kepada kesadaran in kesadaran masyarakat t

otoritas resmi (negara)
winan diperiukan sebagai perlindungan negara kepada
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ara utuh.

an tujuan perkawinan sec

kawi

adala

tensi penerap
h untuk melindungi wanita

d dapat diletakkan
gah dan (i) melindungi,

akan secara tidak
nita dan

administrasi, adala
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yaitu (1 mence
yang dilaksan
dungan terhadap wa
enetapkan
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dan anak-anak. Sya

ya dalam dua

setidakn
ana
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dan anak-
akukan dengan m

wanita
lkan kerugian dapat

r rencand p
inan sebagai upaya
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hukum perkawinan.

g pemenuhannya
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menjadi

ditemukan dalam |
perund? undang®”

peraturan

administrasi kepen
ngan Y2
negara

perundang—uﬂda
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alap adanya Upaya s‘”kionisaSi “ukum dan pelal’Ulan pewll g
Undangan yang belkaital] de“ga“ agama da“
g

perkawinan m
e enurut
yaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan

k dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu

[6.3] Tida

d . . .

apat dilaksanakan sesual yang dikehendaki oleh pembuatnya Pada
ga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang

kenyataannya, hing

men '

gabaikan UU 11974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan
tertentu. Terhadap perkawinan secara

menurut ajaran agama dan kepercayaan
dak dilaksanakan menurut uu 1/1974

hukum agama atau kepercayaan yang ti
dicatatkan, negara a
ksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri

ersebut.

kan mengalami kesulitan dalam

yang tentunya juga tidak
memberikan perlindungan secara ma

dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan t
sal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan,

raturan perundang-undangan yang

gan Pasal 26B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal
pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak

emohon menyatakan bahwa Pa

para P
dicatat menurut peé

“Tiap-tiap perkawinar
» adalah bertentangan den

peraku’,
28D ayat (1) UuD 1945. Saya menilai,
gB ayat (1) yUD 1945 karend pasal 2 ayat (2)

bertentangan dengan pasal 2

Undang-Undang @ quo yang pencatatan, meskipun faktanya
menambah persyaratan untuk meé perkawinan, namun ketiadaannya
tidak menghalangi adanya pernikahan itu i dapat terfinat
adanya pelaksanaan program/kegiatan
yand telah lama melaksanakan

yang dilindungi oleh Pasal 28B a
irugikan oleh adanyad pasal 2 @Y
rkawinan. Perlindungan

n Pasal 28D ay

mensyaratkan

langsungkan
sendiri.

perkawinan m

perkawinan tetapi

Kenyataan in
assal
tidak dicatatkan.

28D ayat (1)
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peristiwa hukum seperﬁ jugal penc rut
rersebut: ment! :

3 lbat kebera

Berdasarkan

konstitusional ¥
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n ditafsirkan sebagai syarat mutlak

ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatata
quo potensial merugikan hak konstitusional

bagi sahnya perkawinan, pasal a

Pemohon I.
[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya

alisme hukum karena adanya golongan

masyarakat yang dalam hubungan
ada hukum agama, atau secara utuh

plur
keperdataannyd sehari-hari berpegang p
berpegangd pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan
ukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan
an dengan cita-

keperdataannya kepada h
secara tegas dilindungi oleh U

cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.
m, memang tidak dapat dihindari terjadinya

yang kompleks, terkait praktek-praktek

hukum adat dimaksud. Dengan
gatif dari friksi-friksi

UD 1945, selama tidak bertentang

Sebagai implikasi pluralisme huku

friksi-friksi, baik yang sederhana maupun

hukum agama. maupun

anya #riksi-friksi dan efek ne
(peraturan perundang-

kum. Tidak dapat

hukum nasional,
angat menghindarkan ad

negara menghadvr
njadi payung bagi pl

uat sebuah payungd
atu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pe
adat. Praktek pembatasan semacam mendapatkan
m konstitusionallsme yand pahkan Pasal 28J ayat (2)
gan tegas bahwa, “Dalam menjalankan hak dan
kepada pembatasan yang ditetapkan

ta-mala untuk menjamin pengakuan
untuk memenuhi

kan hukum nasional
uralisme hu

yang mengayomi pluralisme
laksanaan hukum agama

sem
dimaksud,
undangan)
dihindarkan

hukum, di s
ukum
ya dalam paha

takan den

yang berusaha meé

jika upaya memb
ini

maupun h

pembenarann
wajib tunduk

kebebasannya:
dengan undang-
serta penghormaf
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ya a atau kepercayaan:
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il sesual
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m prekieiry ebut Terkait 9™
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a melaku
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m da " - wanita. e
.ndungan terhadap
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anak sebagaima jurai
e g na telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugi k
inan i i o
. k‘byang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjeki k "
e ' | an ukum
at bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahi ';ya’
g lahir dari

perkawinan dimaksud.
[6.5 S iti
] ecara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat
dipak ' a
paksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama t
" | - atau
y merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat
n penciptanya; sedangkan norma hukum

keperca
tentuan yang dibuat oleh negara sebagai

yaitu hubungan antara manusia denga

dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ke
(masyarakat) dengan negara sehingga dapat

perwujudan kesepakatan warga
dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

gian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi
arnya yang terpenting adalah apakah

Potensi keru
ak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974

ri) sangat beragam, tetapi seben
sebut dapat dipulihkan atau tid
gaturan mengenai pencatatan per

nan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak
p wani at dilakukan

dar sesuai dengan UU 1/1974,
an sesuai dengan

kan dengan dicatatk
asal 2 UU 1/1974).
kan tanpa dicatatkan,

kawinan, harta
karena
ahulu

wanita (ist
kerugian ter
terutama pen
hukum perkawi
dalam perkawina

kawinan. Dalam konteks sistem

n, terutama terhada ta sebagai istri, hanya dap
yang salah

dilakukan secara sa
dilaku

adalah perkawinan
ang berlaku (vide P

ndang—undangan y
perkawinan yang dilaksana
ai status per

lindungan mengen
ebuah perkawinan.

dibuktikan terlebin d

jika perkawinan
satu syaratny@

peraturan peru
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Konsekuensi Jjebih
memberikan perl

negara tidak dapat

waris, da
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danya hak wan
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gono-gini,
) deng

membukﬁkan a

erkawinan ant
1/1974 juga memiliki

n tersebut. Potensi
gan anak dengan
tkan tidak dapat
yuhan hidup anak

cat yang masih
rtian keluargad

untuk
ara wanita (istri

adanya p
kan pada uu

n dari perkawina
k diakuiny@ hubun
ya mengaki

g tidak didasar

[6.6]
ng dilahirka

potensi
kerugian bag!
bapak kandund
dituntutnya kewa!
dan hak-hak keper
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d terutama adalah tida
| is)- ang tentun

a btologls) nya, mer
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° dalam masyara

taan , gelain itu, _
data® rfan M ai-nilai tradisnonal. pend
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s . ,
elalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer yaitu
radaan anak

suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Kebe

dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak
snya, akan memberikan stigma negatif,

memiliki pengakuan dari bapak biologi
ak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi

a sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah
k biologisnya. Dari perspektif

misalnya. sebagai an

anak, terutama kerugian secar
bungan anak dengan bapa

bedaan perlakuan terhadap anak karena
bukan diakibatkan oleh tindakan anak
an yang diskriminatif.

< dengan tetap mengakui hu
peraturan perundang-undangan. pem

sebab-sebab tertentu yang sama sekali
persangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindak
Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) uu

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya

1/1974 yang menyatakan,
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya’. Keberadaan
anak untuk memiliki hubungan

pPasal a Qquo menutup kemungkinan bagi
n bapak kandungnya. risiko dari

mempunyai hubungan
Hal tersebut adalah
erkawinan yang tidak dilaksanakan

tnya jika anak harus ikut

a tempa
dakan (perkawinan) kedua orang
pun hukum "

keperdataan denga
ak dicatatkan atau P

tetapi tidaklah pad
yang ditimbulkan oleh tin
bagal sebuah sanksi,

dak mengenal konsé
a orang tuanya,

tensi kerugian

perkawinan yang tid
menurut yu 1/1974,

menanggung kerugian

ya. Jika dianggap S€
i agama islam) ti

dilakukan oleh kedu

kibat tindakan yang
nan”. Dengan kata lain, PO
n UU 1/1974 merupakan

istilah “dos@ turu
idak sesuai denga
inan, tetapi pukan risiko

Jakukan perkaw!
perkawinan tersebut.

dilahirkan dalam .
k yang terlahir dan
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hukum negara mau
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m hal in
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akibat perkawinan yan
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suatu perkawi
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Penulis

1.

Nama Lengkap
Tempat, Tanggal Lahir

2.
3. Jenis Kelamin
4. Status

5.
6
7

Kewarganegaraan

. Agama

. Alamat

B. Nama Orang Tua

1.

2

Ayah

Tbu

C. Pekerjaan Orangtua

1.
2.

Ayah
Ibu

D. Riwayat Pendidikan Formal

1.

RV B

MI Darul Ulum Kalilangkap

SLTP BU NU Buaran

SMA Islam T.Huda Bumiayu
STAIN Purwokerto Jurusan Syari’ah

- M. Hikmatulloh

. Brebes, 02 Me1 1985

- Laki-Laki

: Sudah Menikah

- Indonesia

- Islam

‘Nagawiru 02/1, Kalilangkap,
Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah.

- Kursin

- Salamah

- Wiraswasta

- Petam

Lulus Tahun 1999
Lulus Tahun 2002
Lulus Tahun 2005
Lulus Teorn Tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 27 November 2013

Yang membuat,

L R

M.Hikmatulloh

NIM: 062621012




